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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
x 
 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
xi 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  ولوسرلاإ دحمم ام  Wa māMuammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  وله الله نإوينقزارلايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
HANIFAH WAFQI RIZQI, NIM 152111027 “PENERAPAN AKAD 
PEMBIAYAAN IJA<RAH MULTIJASA DALAM PERSPEKTIF FATWA 
DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Atas Produk Pembiayaan 
Multijasa Di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten)”. 
 Penerapan akad pembiayaan ija<rah multijasa yang dilakukan oleh PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten adalah menggunakan akad ija<rah dimana pihak 
nasabah bertindak sebagai musta<’jir, dan bank bertindak sebagai mu’a<jjir.  Jenis 
pembiayaan yang dapat dilakukan dengan akad ija<rah multijasa adalah pembiayan 
dalam bidang pendidikan, kesehatan dan biaya pernikahan. Tujuan dari penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad ija<rah multijasa di PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur Klaten dan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian 
penerapan akad ija<rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten ditinjau 
menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.  
 Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif lapangan dengan lokasi penelitiaan di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten dimana sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
sumber data primer dan sumber data sekinder, dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data deduktif.  
Hasil dari penelitian yang dilakukan di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten adalah Pertama : Penerapan akad pembiayaan pada produk ija<rah multijasa 
di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI 
No.9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ija<rah Karena tidak menyediakan 
barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, selain itu dalam praktek 
pelaksanaannya menggunakan akad waka<lah. Kedua: Penerapan ujrah pada akad 
pembiayaan ija<rah multijasa dalam bentuk prosentase yang disepakati diawal 
sebelum akad dan telah diubah kedalam bentuk nominal pada saat akad. Sehingga 
dalam prakteknya PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten telah sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, karena 
besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 
nominal bukan dalam bentuk prosentase. 
 
Kata Kunci : Akad Pembiayaan Ija<rah Multijasa, Fatwa DSN-MUI 
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ABSTRACT 
 
HANIFAH WAFQI RIZQI, NIM 152111027 "APPLICATION OF AKAD 
IJA<RAH  MULTI PURPOSE  FINANCING PERSPECTIVE FROM DSN-
MUI FATWA NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 (Study of Multiservice Financing 
Products at PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten)" 
 
Implementation of the ija<rahmultiservice Financing conducted by PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten is using Akad ija<rah in which the customer acts as 
musta<’jir, and the bank acts as a mu’a<jjir. The type of financing that can be done 
with a Multiservice agreement in the field of education, health and marriage costs. 
The purpose of this research is conducted to know how to apply the 
implementation of a multiservice agreement in PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten and to know how suitability implementation of the Multiservice agreement 
in PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten Review According to Fatwa DSN No. 
44/DSN-MUI/VII/2004 on the financing of Multiservices. 
 Research method used in this research is the qualitative research field 
with the location of research in PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten where the 
data source used in data collection is the primary data source and data source 
Sexinder, with interview data collection techniques, documentation and deductive 
data analysis techniques. 
Results of the research conducted in PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten is 
the first: the application of the test in the contract of financing Ija<rah Multiservice 
in the form of an agreed percentage in the beginning before the contract and has 
been changed to the nominal form at the time of contract. First:The 
implementation of the financing agreement on the product of ija<rah multiservice 
in PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten has not been in accordance with the Fatwa 
DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 on financing ija<rah because it does not 
provide leased goods or services provided, Other than that in practice its 
implementation using akad waka<lah. Second: PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
has been in accordance with the Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 on 
the financing of Multiservices, because the major Ujrah or fee must be agreed in 
advance and expressed in nominal form not in the form of Percentage. 
 
Keyword: Akad ija<rah Multiservice, Fatwa DSN-MUI 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan ekonomi dalam kehidupan suatu negara tidak bisa terlepas dari 
kegiatan perbankan. Aktivitas pokok lembaga perbankan adalah menghimpun 
dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbakan adalah 
kegiatan funding yaitu dengan cara memasang berbagai strategi agar 
masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan, seperti giro, 
tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Setelah memperoleh dana 
dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut 
diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal 
dengan istilah kredit (lending). 1 Bisnis perbankan sangat luas dan punya 
jangkauan jauh, dengan munculnya pemecahan induk satu bank yaitu Bank 
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki jumlah dan jenis 
jasa yang diberikan) semakin luas.2 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah suatu lembaga keuangan bank 
yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, 
dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana 
dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 
melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau 
                                                          
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet ke-15, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014), hlm. 24-25. 
2 Edward W. Reed & Edward K. Gill, Bank Umum, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 
hlm. 1. 
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berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran.3 
Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah telah banyak muncul dan 
berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha 
berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Bank tersebut beroperasi dengan 
memberikan jasa di bidang penyimpanan uang dan memberikan pembiayaan 
kepada masyarakat. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah produk 
pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran 
dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ija>rah, atau kafa>lah dalam 
penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran jasa pendidikan, 
kesehatan, walimah, pergi haji atau umrah, kepariwisataan dan lain sebagainya. 
dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh 
imbalan jasa (ujrah) atau fee.4 Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa yaitu 
dalam Q.S. Al-Qashas ayat 26 yang berbunyi: 
                       
Artinya:  
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya".5 
 
                                                          
3 Ali Suyanto Herli, Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan 
Mikro, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), hlm. 3. 
4 M. Ichwan sam, dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional 
MUI, (Penerbit: Erlangga, 2014), hlm. 261. 
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Klaten : CV. Sahabat, 2014), 
hlm. 388. 
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PT. BPR Syariah Al-Mabrur merupakan salah satu BPR Syariah yang 
menjalankan prinsip syariah dalam operasionalnya. PT. BPR Syariah Al-
Mabrurterletak di Jl. Klaten-Solo, Km.04, Kerunbaru Belangwetan, Klaten 
Utara, Klaten, Jawa Tengah, adalah suatu badan yang bergerak di bidang 
penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan bagi para nasabahnya. BPR Syariah 
Al-Mabrur harus dan selalu mengikuti kebutuhan nasabahnya yang semakin 
hari semakin beragam dengan dimunculkannya suatu produk pembiayaan baru, 
salah satunya yaitu pembiayaan ija>rah multijasa. Pembiayaan ija>rah multijasa 
ini dapat digunakan nasabah untuk dana talangan guna memenuhi kebutuhan 
yang harus segera dibayarkan atau dalam keadaan mendesak dan dapat 
digunakan untuk biaya konsumtif. Oleh karena itu dengan hadirnya produk 
pembiayaan ija>rah Multijasa ini dapat membantu memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang sedang mengalami masa sulit yang berkaitan dengan 
keuangan.  
Penerapan akad ija>rah multijasa di PT. BPRSyariah Al-Mabrur dilakukan 
oleh nasabah (musta<’jir) mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya 
ke PT. BPRSyariah Al-Mabrur (mu’a<jir). Setelah dicapai kesepakatan antara 
nasabah dengan pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur, maka akad pembiayaan 
tersebut ditanda tangani beserta surat kuasa perwakilan dari PT. BPR Syariah 
Al-Mabrur untuk melakukan pembiayaan tersebut. PT. BPR Syariah Al-
Mabrur dapat mencairkan dananya secara langsung kepada nasabah yang 
mengajukan pembiayaan untuk digunakan sesuai kebutuhannya seperti untuk 
biaya konsumsi (Biaya untuk membeli tanah, biaya untuk membeli hp, laptop 
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dan lain sebagainya), biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya pernikahan 
untuk dibayarkan kepada instansi terkait yakni sekolah untuk biaya pendidikan, 
rumah sakit untuk biaya kesehatan. Selanjutnya nasabah yang mengajukan 
pembiayan akan melunasi hutangnya kepada PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
dengan cara mengangsur tiap bulan dengan ketentuan tambahan atas besarnya 
biaya peminjaman sebagai ujrah (upah/imbalan/jasa/fee).Pada prakteknya 
besarnya ujrah (upah/fee) yang ditetapkan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
dalam bentuk prosentase sebesar 1,5% dari jumlah pinjamanseperti ketentuan 
yang ada dalam SOP dan ditentukan sebelum akad terjadi dan disepakati oleh 
kedua belah pihak.6 
Dari keterangan wawancara tersebut terlihat bahwa PT. BPR Syariah Al-
Mabrurhanya menyerahkan dana/menyediakan dana untuk pembayaran 
sepenuhnya dilakukan oleh nasabah sehingga pihak PT. BPR Syariah Al-
Mabrurtidak menyediakan fasilitas secara langsung dengan penyedia jasa, 
seperti sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam PBI 
No.7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi 
Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 
Sehingga Objek sewa dari akad ija>rah tersebut bukan merupakan sewa jasa 
ataupun sewa manfaat dari suatu produk melainkan pihak PT. BPR Syariah Al-
Mabrur hanya memfasilitasi anggota dengan sejumlah dana yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain itu akad yang digunakan dalam 
pembiayaan ija>rah multijasa tidak hanya menggunakan satu akad melainkan 
                                                          
6 Gilang Pradana, Customer Service BPRS Al-Mabrur, Wawancara Pribadi, 06 Februari 
2018, Jam 09.00-10.00 WIB.  
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menggunakan akad lainnya yaitu akadwaka<lah (perwakilan). Selain itu dalam 
penerapan ujrahdi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten dilakukan negosiasi di 
awal sebelum akad terjadi dengan nasabah berdasarkan aturan yang ada dalam 
SOP sebesar 1,5% dari jumlah pembiayaan atau seperti besaran margin dalam 
pembiayaan lainnya.   
Ketentuan praktek ija>rah multijasa dalam lembaga keuangan syariah baik 
lembaga bank maupun non bank diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Aturan 
tersebut terdapat dalam Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang 
Pembiayaan Multijasa, PBI No.7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan 
dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang Pembiayaan Ija>rah. Dari penjelasan penerapan akad Ija>rah  multijasa 
di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klatendalam menjalankan produk pembiayaan 
ija>rah multijasa apakah PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten telah menerapkan 
semua aturan yang ada di dalam fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 
Tentang Pembiayaan Multijasa, aturan dalam PBI No.7/46/PBI/2005 Tentang 
Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan 
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN No.09/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ija>rah. Terkait dengan bagaimana 
pelaksanaan pembiayaan ija>rah multijasa, akad yang digunakan dalam 
pembiayaan multijasa, aturan tentang penerapan ujrah dalam pembiayaan 
ija>rah multijasa  di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, apakah telah sesuai 
dengan aturan yang telah disebutkan diatas.  
6 
 
 
 
Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut mengenai penerapan akad Ija>rah dalam produk pembiayaan Ija>rah 
Multijasa tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Penerapan Akad 
Pembiayaan Ija>rah Multijasa Dalam Perspektif Fatwa DSN No.44/DSN-
MUI/VII/2004 (Studi Atas Produk Pembiayaan MultijasaDi PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan 
masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan akad Ija>rah Multijasa di  PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten? 
2. Bagaimana penerapan akad Ija>rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
ditinjau menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang 
Pembiayaan Multijasa? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahuipenerapan akad Ija>rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten. 
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2. Untuk mengetahui penerapan akad ija>rah pada pembiayaan Multijasa di PT. 
BPRSyariah Al-Mabrur ditinjau menurut DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 
Tentang Pembiayaan Multijasa. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberika manfaat antara lain: 
1. Manfaat secara Teoritis 
a. Kegunaan teroritis dari penelitian ini adalah Sebagai upaya untuk 
memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri 
maupun masyarakat umum lainnya sehinga dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang baru mengenai penerapan akad Ija>rah pada 
produk pembiayaan multijasa yang ada dalam lembaga keuangan. 
b. Serta diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya 
dalam masalah yang berkaitan dengan pembiayaan multijasa. 
2. Manfaat secara praktis 
a. Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
ilmu pengetahuan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai praktik 
di dalam lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah  
b. Selain itu kegunaan praktis penelitian ini sebagai tugas akhir dan untuk 
mendapatkan gelar S1. 
 
  
8 
 
 
 
E. Kerangka Teori 
1. Pembiayaan Multijasa 
a. Pengertian Pembiayaan Multijasa 
Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh 
Perbakan syariah kepada masyarakat yang berdasarkan atas ketentuan 
fatwa DSN No.44/DSN/MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, 
yaitu pelaku bank syariah (pihak bank) menerapkan penyaluran dana 
dalam bentuk jasa dengan akad Ija>rah atau kafa>lah..7 
b. Pembiayaan Multijasa dalam fatwa DSN No.44/DSN/MUI/VII/2004 
Tentang Pembiayaan Multijasa. Dalam ketentuan umumnya disebutkan 
bahwa : 
1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan 
akad Ija>rah atau kafa>lah. 
2) Dalam hal LKS menggunakan akad Ija>rah maka harus mengikuti 
semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ija>rah. 
3) Dalam hal LKS menggunakan akad kafa>lah, maka harus mengikuti 
semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafa>lah. 
4) Dalam hal kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat 
memperolah imbalan jasa (ujrah) atau fee. 
5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam 
bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.8 
                                                          
7 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,(Jakarta: Rajawali Pres, 
2000), hlm. 136.  
8 Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004, Tentang Pembiayaan Multijasa. 
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c. Pembiayaan Ija>rah Multijasa menurutPBI No.7/46/PBI/2005 Pasal 17 
Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan 
penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad ija>rah 
untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai 
berikut: 
1) Bank dapat menggunakan akad ija>rah untuk transaksi multijasa 
dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan: 
a) Pendidikan 
b) Kesehatan 
c) Ketenagakerjaan, dan 
d) Kepariwisataan. 
2) Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ija>rah 
untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa 
(ujrah) atau fee. 
3) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam 
bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.9 
2. Ija>rah 
a. Pengertian ija>rah 
Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ija>rah. Ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 
atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 
                                                          
9 Salim HS dan Muhaimin, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, cet ke-1, 
(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 207.  
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sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 
sendiri. Dengan demikian akad Ija>rah tidak ada perubahan kepemilikan, 
tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada 
penyewa.10 
b. Landasan Hukum Ija>rah 
Landasan hukum Ija>rah terdapat dalam Q.S Al Qashas ayat 26: 
                       
      
 
Artinya: 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".11 
c. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Ija>rah. 
1) Pertama : Rukun dan Syarat Ija<rah 
a) S{ighat Ija<rah, yaitu ija<b dan qa<bul  berupa pernyataan dari 
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal 
atau dalam bentuk lain. 
b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi 
jasa dan penyewa/pengguna jasa. 
                                                          
10  Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Ijarah. (Lihat dalam 
Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001), 
hlm. 55. 
11Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Klaten : CV. Sahabat, 2014), 
hlm. 388. 
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c) Obyek akad ija<rah adalah: 
(1) Manfaat barang dan sewa; atau 
(2) Manfaat jasa dan upah.  
2) Ketentuan Obyek Ija<rah: 
a) Obyek Ija<rah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau 
jasa. 
b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak. 
c) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syari’ah. 
e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan 
mengakibatkan sengketa.  
f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 
identifikasi fisik. 
g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu 
yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan 
sewa atau upah dalam Ija<rah.  
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h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) 
dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 
i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.  
3) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan Ija<rah 
a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
(1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang 
diberikan. 
(2) Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
(3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 
b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 
(1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk 
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai 
kontrak. 
(2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya 
ringan (tidak materiil). 
(3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran 
dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena 
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia 
tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.12 
 
                                                          
12 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit: 
Erlangga, 2014), hlm. 94-96. 
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3. Akad Kafa>lah 
a. Pengertian Kafa>lah 
Kafa>lah  merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada 
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang 
ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab 
dari satu pihak kepada pihak lain.13 
b. Rukun dan Syarat Kafa>lah 
Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad kafa>lah 
diantaranya sebagai berikut: 
1) Adanya pihak penjamin ( Kafi<l). 
2) Adanya pihak orang yang berhutang (Ashiil, Makfuul’anhu).  
3) Adanya orang yang berpiutang (Makfuul Lahu). 
4) Adanya objek penjamin. (Makful bih).14 
c. Dasar Hukum Akad Kafa>lah 
Landasan Hukum Akad Kafa>lah terdapat dalam Q.S Yusuf Ayat 72 
yang berbunyi: 
                          
Artinya:  
“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".15 
                                                          
13 Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, cet ke-1, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2011), hlm. 72. 
14 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit: 
Erlangga, 2014), hlm. 106-107.  
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F. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini dibuat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang 
penulis teliti belum pernah ditulis oleh orang lain. Kajian pustaka memiliki 
beberapa fungsi diantaranya yaitu menyediakan informasi tentang penelitian-
penelitian yang lampau yang berhubungan dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Berikut ini adalah beberapa tulisan yang berkaitan dengan 
penerapan Akad ija>rah pada pembiayaan multijasa antara lain: 
1. Tulisan skripsi dari Ermatul Nahfita, mahasiswa Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN 
MUI terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 
akad Ija>rah multijasa di KSSP BMT Tumang Boyolali”, 2017. Hasil 
Penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan 
bermasalah pada akad Ija>rah Multijasa di KSSP BMT Tumang Boyolali 
sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 yaitu dengan 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Hanya saja jika terjadi perselisihan 
atau sengketa KPPS BMT Tumang Boyolali lebih memilih melalui 
pengadilan dari pada lembaga Arbitrase Syariah.16 
2. Tulisan skripsi dari Linda Wahyu Mey Saroh, mahasiswa Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul 
“Penerapan Multiakad Dalam Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan 
                                                                                                                                                               
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Klaten : CV. Sahabat, 2014), 
hlm. 244. 
 
16  Ermatul Nahfita, Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Multijasa Di KSSP BMT Tumang Boyolali”, Skripsi 
tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Surakarta. Surakarta. 2017. 
hlm 78-79.  
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Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia 
Kota Malang”, 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan 
multiakad dalam produk pembiayaan multijasa di BPRS Mitra Harmoni 
Malang menggunakan dua akad yaitu akad Ija>rah dan akad Waka<lah. 
Penerapan multiakad tersebut tidak dibenarkan oleh MUI kota Malang, 
karena dasar dalam segala bentuk operasional perbankan syariah harus 
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Penerapan akad waka<lah dalam 
pembiayaan multijasa tersebut nasabah mendapat kuasa untuk melakukan 
pembiayaan sendirian masih harus membayar ujrah atas Ija>rah, maka dari 
itu disebut riba.17 
3. Tulisan skripsi dari Farid Muchlasib, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta yang berjudul 
“Analisis Pembiayaan Ija>rah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Di 
Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Tumang Cabang 
Kartasura)”, 2017. Hasil Penelitiannya yaitu Dari hasil analisis 
pembiayaan dengan prinsip ija>rah multijasa di BMT Tumang Cabang 
Kartasura telah sesuai dengan PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang 
melakukan transaksi ija>rah (sewa-menyewa) dan pemindahan, serta 
mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan 
                                                          
17 Linda Wahyu Mey Saroh, Penerapan Multiakad Dalam Pembiayaan Multijasa Di Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota 
Malang. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Malang. 2017. hlm 82-83.  
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akad ija>rah (sewa-menyewa). Standar akuntansi tentang ija>rah mengacu 
pada PSAK 107 tentang akuntansi ija>rah.18 
4. Tulisan skipsi dari Annisa Rahman, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto yang berjudul 
“Analisis Ujrah Pada Pembiayaan Dengan Akad Ija>rah Dan Implikasinya 
Terhadap Profit Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”, 
2016. Hasil penelitiannya adalah hasil PendapatanUjrah di BMT Dana 
Mentari sudah cukup baik setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari tingkat 
profitabilitas BMT yang meliputi Net interest Margin (NIM), Return On 
Equity (ROE) dari tahun 2013-2015 telah mencapai standar minimalis 
tingkat rasio yang ditentukan.19 
5. Tulisan Tesis dari M.Auritsniyal Firdaus mahasiswa Pascasarjana Fakultas 
Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ija>rah Multijasa Pada Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 
1721/PDT.G/2013/PA/PBG)”, 2016. Hasil penelitiannya Pembiayaan 
Ija>rah multijasa pada BPRS ABC, beberapa ketentuan sudah sesuai dengan 
perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, namun ada beberapa 
ketentuan yang belum sesuai dengan peraturan tersebut yaitu BPRS ABC 
tidak menyediakan  jasa cetak yang seharusnya disediakan hanya karena 
                                                          
18Farid Muchlasib, Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Di 
Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Tumang Cabang Kartasura. Skripsi tidak 
diterbitkan. Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2017. hlm 51.  
19 Annisa Rahman. Analisis Ujrah Pada Pembiayaan Dengan Akad Ijarah Dan 
Implikasinya Terhadap Profit Di Bmt Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Skripsi tidak 
diterbitkan. Jurusan Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.  2016.  
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memberikan uang. Pembayaran pembiayaan dengan metode flate rate, 
sebaiknya menggunakan metode yang bersifat progresif dan terdapat 
kesalahan dalam membuat akad pada akad pembiayaan ija>rah multijasa. 
Beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai 
denga perundang-undangan dan hukum Islam, namun masih ada beberapa 
kesalahan dalam mempertimbangkan perinciannya.20 
6. Tulisan skripsi dari Puri Risma Hatmasari, mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Salatiga, yang 
berjudul “Analisis Implementasi Produk ija>rah Multijasa Di BPR Syariah 
Artha Amanah Ummat Ungaran”2016. Hasil penelitiannya adalah 
pembiayaan ija>rah multijasa di BPRS Artha Amanah Ummat, akad 
perjanjian yang digunakan adalah akad ija>rah sudah sesuai dengan syariah. 
Perkembagan nasabah ija>rah multijasa di BPRS Artha Amanah Ummat jika 
dilihat dari perkembangan nasabahnya meningat setiap tahunnya. Strategi 
peningkatan produk ija>rah multijasa dengan menggunakan strategi 
pemasaran dalam mencari nasabah. Strategi yang digunakan sesuai dengan 
teori yang dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong.21 
Berdasarkan Kajian terdahulu yang telah dipaparkan diatas banyak 
penelitian yang membahas tentang akad ija>rah multijasa. Penelitian 
                                                          
20  M. Auritsniyal Firdaus. Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1721/PDT.G/2013/PA/PBG). 
Tesis tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta. 
2016. Hlm vii. 
21 Puri Risma Hatmasari, Analisis Implementasi Produk Ijarah Multijasa Di BPR Syariah 
Artha Amanah Ummat Ungaran. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Perbankan Syariah IAIN 
Salatiga. Salatiga. 2016. Hlm x. 
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sebelumnya berkaitan dengan:penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 
pembiayaan ija>rah multijasa, analisis akad ija>rah multijasa menurut PSAK, 
penggunaan multiakad dalam pembiayaan multijasa dan tinjauan yuridis 
terhadap akad ija>rah mutijasa, namun belum ada yang membahas secara 
khusus mengenai bagaimana penerapan akad ija>rah pada pembiayaan ija>rah 
multijasa, bagaimana penetapan ujrah terhadap akad tersebut yang ditinjau 
menurut fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut dan 
dalam tulisan ini juga dibahas secara detail menegenai bagaimana praktek 
akad ija>rah sesuai aturan fatwa tersebut secara keseluruhan.  
 
G. Metode penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
jenis penelitian lapangan (field research), yang dilakukan dan terjadi 
didalam kehidupan atau kenyataan yang sebenarnya.  
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di BPR Syariah Al-Mabrur yang 
terletak di Jl. Klaten-Solo, Km.04, Kerunbaru Belangwetan, Klaten Utara, 
Klaten, Jawa Tengah, karena penelitian ini bersifat field research maka 
peneliti langsung meneliti ketempat yang dijadikan objek penelitian. 
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3. Sumber Data 
Dalam memudahkan mengidentifikasikan sumber data yang diperoleh 
dari penelitian ini penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 
lapangan.22Data Primer merupakan sumber penelitian langsung pada 
subyek atau proses yang terjadi di lapangan sebagai sumber informasi 
yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa 
wawancara dengan informan. Informan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis terdiri atas pimpinan dan karyawan/staf PT. BPRSyariah Al-
Mabrur Klaten dan nasabah PT BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab, fatwa-fatwa dan literatur 
lainnya, selain itu sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai 
macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat 
perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi 
pemerintah. 23 Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi data 
primer yang bisa menunjang hasil penelitian. Data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan buku, jurnal, 
kitab, fatwa-fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan pembiayaan 
                                                          
22 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet ke-6, (Jakarta : Bumi Aksara, 
2003), hlm. 143. 
23Ibid., hlm. 143. 
20 
 
 
 
multijasa dan pembiayaan ija>rah dan literatur lainnya yang berkaitan 
dengan ija>rah multijasa. 
4. Teknik Pengumpulan data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara/ Interview 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 
dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi 
antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 
(responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung 
maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar 
pertanyaan yang dikirim kepada responden dalam bentuk tertulis dan 
responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 
peneliti secara tertulis. Secara langsung wawancara dilakukan dengan 
cara face to face yang artinya peneliti (pewawancara) berhadapan 
langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal 
yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh 
pewawancara. 24 Teknik wawancara ini dilakukan dengan responden/ 
Narasumber, yaitu pimpinan kantor PT. BPRSyariah Al-Mabrur 
Klaten, dan pihak lainnya seperti nasabah PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
yang terkait dengan penelitian ini. 
 
                                                          
24 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, edisi : 1, (Jakarta : Granit, 2004),  
hlm. 72. 
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b. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa 
data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta 
pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan 
masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari 
menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan 
peneliti.25Selain itu Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi 
dan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Atau dengan kata lain 
dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumen) yang 
mengandung informasi yang berkaitan dengan relevan dengan bidang-
bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan 
instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut. 
Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan pembiayaan ija>rah multijasa di PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten, seperti brosur, profil company, form 
pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan ija>rah multijasa, surat 
pernyataan dan lain sebagainya.  
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat 
                                                          
25Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 
2017), hlm. 152. 
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kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.26 
Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif 
dengan teknik deduktif. Metode deduktif yaitu kerangka berfikir dari data 
yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
H. Sistematika Penulisan 
BAB I berisi pendahuluan : Berisi tentang Latar Belakang permasalahan 
secara keseluruhan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, 
Kerangka Teori yang digunakan, Kajian Pustaka terdahulu, metode penelitian 
dan sistematika penulisan yang digunakan.  
BAB II membahas Kajian Umum dan teori-teori tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan Pembiayaan Multijasa, dasar hukum pembiayaan multijasa, 
kriteria pembiayaan ija>rah multijasa dan hal-hal yang berkaitan dengan 
pembiayaan multijasa. Selain itu membahas tentang tinjauan umum tentang 
akad ija>rah, dasar hukum, rukun dan syarat akad ija>rah dan hal-hal lain yang 
berkaitan dengan akad ija>rah. Selain itu membahas tentang Fatwa DSN 
No.44/DSN-MUI/VII/2004 dan Fatwa DSN-MUI No.9 DSN-
MUI/IV/2000Tentang Pembiayaan ija>rah dan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor: 10/16/PBI/2008tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan 
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 
Yang mengatur tentang Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ija>rah. Bagian ini 
merupakan materi yang mendukung agar dapat mempermudah untuk 
menganalisa dalam penelitian ini. 
                                                          
26Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 89. 
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BAB III membahas tentang penerapan akad ija>rah pada pembiayaan 
multijasa di PT. BPRSyariah Al-Mabrur Klaten. Dalam bab ini juga berisi 
tentang gambaran umum BPRS Al-Mabrur Klaten, bagaimana proses 
pengajuan pembiayaan ija>rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, 
bagaimana pelaksanaan penetapan akad ija>rah pada pembiayaan multijasa di 
PT. BPRSyariah Al-Mabrur Klaten, dan bagaimana penetapan ujrah pada 
pembiayaan ija>rah multijasadi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
BAB IV membahas tentang analisis penelitian terhadap penerapan akad 
ija>rah pada pembiayaan multijasa di BPRS Al-Mabrur Klaten menurut Fatwa 
DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 dan Fatwa DSN-MUI No.9 DSN-
MUI/IV/2000Tentang Pembiayaan ija>rah dan aturan-aturan lain yang 
mendukung analisis menurut fatwa DSN tersebut. 
BAB V berisi tentang penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi 
ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan pengkajian 
terhadap pokok masalah, saran dan penutup.  
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BAB II 
PEMBIAYAAN IJA<<RAH  MULTIJASA DAN FATWA DSN-MUI 
NO.44/DSN-MUI/VII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA 
A. PEMBIAYAAN MULTIJASA 
1. Pengertian Pembiayaan Multijasa 
Pembiayaan Mulijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang 
berarti banyak, bermacam-macam dan kata jasa yang berarti perbuatan 
yang berguna atau bernilai dan bermanfaat bagi orang lain. Pembiayaan 
Multijasa adalah Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu 
jasa. 27   Selain itu pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan 
menggunakan akad ija>rah berdasarkan kesepakatan antara bank dan 
nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi kewajibannya sesuai dengan 
akad. 28  Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh 
bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya 
berupa jasa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan 
kepariwisataan.29 
Pengertian lain mengenai Pembiayaan Multijasa menurut Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah 
Transaksi sewa-menyewa dengan akad ija>rah terhadap jasa. Ketentuan 
                                                          
27 Abdul Rohman Ghazaly, Fiqh Muamalah, cet ke-1, (Jakarta: Kencana Premedia Grup, 
2010), hlm. 284.  
28 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah, cet 
ke-2, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 219.  
29 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, 
cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 275. 
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yang berkaitan dengan pembiayaan ija>rah multijasa didasarkan kepada 
Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004. 
Menurut Fatwa tersebut diatas Pembiayaan Multijasa adalah 
pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh 
manfaat atas suatu jasa: 
a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi 
kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu 
pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. 
b. Bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan 
dengan jasa tersebut. 
c. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip 
Dewan Syariah Nasional MUI memang perlu menetapkan fatwa 
tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.30 
Selain itu dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa di Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) terdapat pilihan transaksi yang menggunakan 
pilihan dua akad yaitu akad ija>rah atau akad kafa>lah. 
a. Penggunaan akad ija>rah dalam pembiayaan multijasa yaitu ija>rah 
transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik 
objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan 
penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. 
                                                          
30 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, Cet ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2016), hlm. 115.  
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Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad ija>rah 
adalah sebagai berikut: 
1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi 
ija>rah dengan nasabah.  
2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan 
objek sewa yang dipesan nasabah. 
3) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan dengan 
angsuran maupun sekaligus. 
4) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan 
dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.31 
b. Penggunakan akad kafa>lah. Dalam pembiayaan multijasa yaitu kafa>lah 
merupakan transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung 
(kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk 
memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhu/ashil).32 
2. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa 
a. Al-Qur’an 
1) Q.S Yusuf ayat 72. 
                      
    
 
 
 
                                                          
31Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, (direktorat Perbankan Syariah 
Bank Indonesia, 2008), hlm. B-16. 
32 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 
hlm. 56-57.  
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Artinya:  
 
“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".33 
 
2) Q.S Al-Ma’idah ayat 1 
              … 
 
Artinya:  
 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…”.34 
 
3) Q.S Al-Isra ayat 34.  
...                  
 
Artinya: 
 
”… Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya”.35 
 
b. Hadist 
 
                                    )ُدَْحَْأ ُهاَوَر( َُهرْجَأ ُهَل َ ِّين َب ُي يتََِّحْيرِجَلأا ِراَجْئِتْسِا ْنَع 
 
Rasulullah SAW melarang menyewa pekerja kecuali menjelaskan 
upahnya. (H.R. Ahmad).36 
                                                          
33 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Mikraj 
Khazanah ilmu, 2014), hlm. 244. 
34 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Mikraj 
Khazanah ilmu, 2014), hlm. 106.  
35Ibid., hlm. 285. 
36 Syaikh Faishal bin Abdul  Aziz Alu Mubarak, Bustanul ahbar mukhtashar nail al 
authar, terj. Amir Hamzah dan Asep Saefullah, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm. 202. 
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3. Kriteria Penerapan Akad Ija>rah Pada Pembiayaan Multijasa.  
Dalam penerapan akad Ija>rah Multijasa, berlaku kriteria akad 
Ija>rah pada umumnya. Adapun diantara isu hukum yang perlu diperhatikan 
adalah isu kepemilikan dan penguasaan objek akad diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
a. Objek akad Ija>rah multijasa adalah manfaat dan ujrah. Manfaat harus 
milik lembaga keuangan syariah sebelum dipindahkan kepemilikannya 
kepada nasabah. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah dalam 
posisinya sebagai lembaga keuangan tidak dapat melakukan akad 
langsung dengan nasabah kecuali setelah dilakukannya salah satu dari 
dua hal berikut yaitu: 
1) Lembaga keuangan syariah membeli manfaat tersebut dari biro 
perjalanan tertentu sebagai operator (untuk jasa umrah atau 
wisata), lembaga pendidikan (untuk jasa pendidikan), rumah 
sakit (untuk jasa kesehatan/pengobatan), atau dengan event 
organizer (jasa pesta perkawinan) melalui perjanjian kerjasama. 
2) Lembaga Keuangan Syariah memberi kuasa (akad waka>lah) 
kepada nasabah untuk membeli manfaat yang diperlukan kepada 
pihak yang relevan. 
b. Serah terima manfaat. Salah satu objek akad Ija>rah adalah manfaat 
(bukan barang). Manfaat bersifat abstrak.37 
                                                          
37 Jaih Mubarok, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan ju’alah, (Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media,2017), hlm. 224-225. 
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4. Pembiayaan Multijasa Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN- 
MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). 
a. Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan 
Multijasa 
Pertama : Ketentuan Umum 
1) Pembiayaan Multijasa Hukumnya boleh (jaiz) dengan 
menggunakan akad Ija>rah atau kafa>lah. 
2) Dalam hal LKS menggunakan akad Ija>rah, maka harus 
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ija>rah 
3) Dalam hal LKS menggunakan akad kafa>lah. Maka harus 
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa kafa>lah. 
4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat 
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 
5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan 
dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.  
Kedua : Penyelesaian perselisihan  
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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Ketiga : Ketentuan Penutup 
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, 
jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.38 
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 17 
Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Gubernur 
Bank Indonesia. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 
berdasarkan akad ija>rah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan 
paling kurang sebagai berikut: 
1) Bank dapat menggunakan akad ija>rah untuk transaksi multijasa 
dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan: 
a) Pendidikan  
b) Kesehatan,  
c) Ketenagakerjaan dan  
d) Kepariwisataan. 
2) Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ija>rah 
untuk transaksi multijasa , bank dapat memperoleh imbalan jasa 
(ujrah)atau fee.  
                                                          
38 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit: 
Erlangga, 2014), hlm. 260-261.  
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3) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam 
bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.39 
5. Tujuan Atau Manfaat Pembiayaan Multijasa 
a. Bagi Bank 
1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka 
memberikan pelayanan jasa bagi nasabah. 
2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh.  
b. Bagi nasabah yaitu memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti 
jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang 
dibenarkan secara syariah.40 
 
B. AKAD IJA<RAH 
1. Pengertian Ija>rah 
Kata Ija>rah berasal dari kata al-ajru yang secara bahasa berarti 
imbalan (al-‘iwa<dh),atau disebut juga dengan ajru’ (upah).Dalam syariat 
Islam, Ija>rah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan suatu 
kompensasi. Atau dengan kata lain ija>rah merupakan jual beli manfaat 
untuk mendapatkan suatu imbalan.41 
Menurut istilah, ija>rah (sewa-menyewa) dijelaskan oleh para ulama 
dengan redaksi yang beragam meskipun intinya sama. Menurut Ulama 
                                                          
39Salim HS dan Muhaimin, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, cet ke-1, 
(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 207. 
40Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 
hlm. 58.  
41 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE Angoota IKAPI), 2009, 
hlm. 94. 
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Mazhab Hanafi, ija>rah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan 
imbalan. Menurut Ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa ija>rah adalah 
transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan 
boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.42 Selain itu Menurut Ulama 
Mazhab Maliki dan Hanbali, ija>rah adalah pemilikan manfaat atas sesuatu 
yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. 43 
Berdasarkan definisi menurut para ulama diatas dapat dipahami bahwa 
ija>rah adalah  menukar sesuatu dengan ada imbalannya dalam bentuk sewa-
menyewa dan upah-mengupah. Definisi Fiqh Al-Ija>rah disebut pemindahan 
hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang itu sendiri.44 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang 
akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bab satu ketentuan umum 
pasal 1 disebutkan bahwa pengertian ija>rah adalah transaksi sewa-menyewa 
atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. 45 Menurut ekonomi 
Islam, jasa dikaitkan dengan ija>rah (sewa-menyewa). Objek dari kegiatan 
                                                          
42Abdul Rahman, dkk, Fiqh Muamalat, cet ke-4, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 
hlm. 277. 
43 Idri, Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi, cet. 1, (Jakarta : Kencana, 
2015), hlm. 232. 
44 Muhammad, Model-model akad pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 
2009), hlm. 124.  
45 Abdul, Ghofur Nashori, Payung Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (UU Di 
Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 
2009), Hlm 285 
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ija>rah adalah jasa baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun 
jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. 46 Akad ija>rah merupakan 
bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan 
tertentu. ija>rah apabila objeknya berupa benda disebut sewa-menyewa, 
sedangkan jika objeknya berupa manfaat disebut upah-mengupah.47 
Ija>rah atau sewa dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan dalam 
praktek lembaga keuangan syariah (LKS) dalam bentuk pembiayaan. 
Pembiayaan dalam bentuk ija>rah yaitu pemindahan hak guna atas suatu 
barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa atau jasa tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan (ownership) atas barang tersebut.48 Selain 
itu pembiayaan ija>rah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang 
dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban 
menyewa barang/jasa tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kesepakatan dan bank memperoleh ujrah/fee/upah atas penyewaan 
barang/jasa tersebut.49 
 
 
 
 
                                                          
46 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 
hlm. 75.  
47 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE Angoota IKAPI), 2009, 
hlm. 94. 
48 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, cet ke-1, (Yogyakarta: Teras, 
2012), hlm. 180.  
49 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 
2005), hlm. 122. 
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2. Dasar Hukum Ija>rah 
a. Al-Qur’an 
1) Q.S Al-Baqarah ayat 233. 
...                    
                     
          
Artinya:  
 
“… Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan”.50 
 
2) Q.S Al-Qashash ayat 26.  
                     
          
Artinya: 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya".51 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
50 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Mikraj 
Khazanah ilmu, 2014), hlm. 37. 
51 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Mikraj 
Khazanah ilmu, 2014), hlm. 388.  
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b. Hadist 
 َع يف َِيَ ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ َر ْ يِجَلأا اُْوطَْعأ)هَجاَم ُهاَوَر( ُُهقَر     
“Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya 
(H.R.Ibnu Majah)”.52 
 
3. Rukun dan Syarat Ija>rah 
Akad ija>rah dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan 
syarat akad yang telah ditetapkan oleh syara’ sebagaimana akad pada 
umumnya. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad 
ija>rah adalah sebagai berikut: Menurut Jumhur Ulama rukun ija>rah 
(sewa-menyewa) ada empat yaitu sebagai berikut53: 
a. Muta’aqidan (orang yang menyewa (penyewa) atau Musta<<’jirdan 
orang yang menyewakan atau Mu’a<jir).Masing-masing harus 
memenuhi syarat: 1) harus ahli dalam menjalankan akad, tidak 
boleh gila atau orang yang dilarang mengelola uang, barang atau 
jasanya dan (2) harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata 
orang yang dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap 
terjadinya akad atau pembatalan kontrak. Dengan kata lain, kedua 
belah pihak yang melakukan akad sudah dewasa dan tidak ada 
paksaan tidak dibenarkan menurut hukum islam. 
b. S{igat (Ija<b dan Qa<bul),yaitu harus ada kesepakatan ija<b dan qa<bul. 
Ija<b dan qa<bul dalam sewa-menyewa merupakan segala sesuatu, 
                                                          
52 Abd. Abi Muh. Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah BAB 17, (Kairo: Darul Hadist, 1998), 
hlm. 500. 
53 Idri, Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi, cet. 1, (Jakarta : Kencana, 
2015), hlm. 235-237.  
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baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya 
persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan 
dengan pihak penyewa. Dalam ija<b dan qa<bul tidak diharuskan 
menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling 
ridha (rela) antara kedua belah pihak.  
c. Adanya manfaat penyewaan (ma’qu<d ‘alaih) 
Objek Ija<rah (ma’qu<d ‘alaih) adalah suatu manfaat benda 
atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek Ija<rah. jika objek 
ija<rah berupa manfaat harta benda (al-‘ain) maka disebut sewa-
menyewa, sedangkan apabila objek ija<rah berupa manfaat suatu 
perbuatan (al-fi’il) disebut upah-mengupah.Selain itu Manfaat 
yang menjadi objek dalam akad ija<rah harus jelas dan diketahui, 
sehingga tidak menyebabkan perselisihan dikemudian hari. 
Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka akadnya 
tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan 
menjalaskan jenis manfaatnya ditangan penyewanya.54 
d. Imbalan/upah/fee/ujrah. 
Ujrah merupakan salah satu rukun dalam ija<rah. Ujrah 
merupakan imbalan terhadap manfaat yang diterima oleh 
Musta<’jir. Dalam menentapkan harga sewa (ujrah) atas suatu 
obyek ija<rah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
                                                          
54 Abdul Rahman, dkk, Fiqh Muamalat, cet ke-4, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 
hlm. 279. 
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1) Besarnya harga sewa (ujrah) atas obyek ija<rah dan cara 
pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat 
dalam akad secara tertulis dengan jelas dan disetujui oleh 
kedua belah pihak.  
2) Selain itu alat pembayaran harga sewa (ujrah) obyek ija<rah 
adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang 
sama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.55 
Cara penentuan ujrah pada dasarnya, jumlah ujrah yang harus 
dibayar oleh Musta<’jir kepada Mu’a<jir ditentukan atas dasar 
kesepakatan hanya saja untuk mencapai kesepakatan tersebut dapat 
dilakukan dengan cara seperti berikut ini: 
1) Musawamah (tawar-menawar) 
Musawamah (tawar-menawar, sebagaimana jual-beli 
musawamah),yaitu ujrah ditentukan melalui proses tawar-
menawar antara mu’a<jir dan musta<’jir dengan 
mempertimbangkan fungsi, lokasi, kualitas manfaat yang 
diharapkan, serta kemudahan fasilitas untuk akses ke publik. 
Salah satu prosesnya, ujrah ditentukan secara perbandingan. 
2) Syibh al-Musawamah (semi tawar-menawar)  
Syibh al-Musawamah (semi tawar-menawar) yaitu ujrah 
ditentukan oleh mu’a<jir. Sedangkan musta<’jir memiliki hak 
pilih (khiyar) untuk menyetujui (menyepakati) atau 
                                                          
55  Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, cet ke-1, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2015), hlm. 100. 
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menolaknya (atau sebaliknya). Jika menolaknya berarti tidak 
terjadi akad dan jika menerimanya maka akan terjadi akad.56 
4. Macam-Macam ija>rah 
ija>rah memiliki racam dan macamnya. Secara umum bergantung 
pada objeknya, ija>rah dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu: 
a. ija>rah‘ala< al-mana<fi’ 
Ija<rah ‘ala< al-mana<fi’merupakan ija<rah yang objek akadnya 
adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, 
manyewakan mobil untuk dikendarai dan lain-lain. 
b. Ija<rah‘ala< ‘amaal 
Ija<rah‘ala< ‘amaal merupakan ija<rah yang objek akadnya 
adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahut 
pakaian. Akad ija<rah ini terkait erat dengan masalah upah-
mengupah.57 
 
 
 
 
 
                                                          
56 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah, cet 
ke-2, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm 36.  
57 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.  
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Selain itu macam-macam Ija<rah menurut Sutan Remy Sjahdeini 
dalam bukunya Perbankan Syariah Terdapat macam-macam bentuk 
Ija<rah diantaranya sebagai berikut: 
a. Ija<rah‘Amal  
Ija<rah‘amaldigunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang 
dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa 
(employer) disebut musta<’jir dan pekerja disebut mu’a<jir, dan upah 
yang dibayarkan kepada mu’a<jir disebut ujrah. Padaija<rah 
‘amalyang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa. 
b. Ija<rah‘ain 
Ija<rah‘ain adalah jenis ija<rah yang terkait dengan penyewaan 
aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa 
harus memindahkan kepemilikan dari aset tersebut.  Pada 
Ija<rah’ain yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah 
barang.  
c. Ija<rah Wa’Iqtina atau Ija<rah Muntahiya bittamlik  
Pada akhir masa perjanjian Ija<rahwa iqtina kepemilikan atas 
barang tersebut dapat beralih pada penyewa (nasabah bank) apabila 
nasabah yang bersangkutan menggunakan hak opsinya, maka 
kepemilikan barang itu dapat menjadi milik nasabahnya. 
d. Ija<rah Musyarakah Muntanaqisah 
Hal ini terjadi apabila nasabah hanya memiliki sebagian dari 
dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi 
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kekurangannya, nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa 
dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukan untuk 
membeli aset tersebut yaitu dengan cara membuat perjanjian 
musyarakah dengan bank.  
e. Ija<rah Multijasa 
Ija<rah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank 
kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, 
misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, 
ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Pelaksanaan pembiayaan 
Ija<rah multijasa yang dijalankan oleh bank syariah dengan prosedur 
sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan Ija<rah multijasa dituangkan dalam akad Ija<rah 
dengan objek manfaat atas suatu jasa, 
2) Bank diperkenankan memperoleh imbalan jasa atau fee atas 
jasa yang diberikan. 
3) Besarnya imbalan jasa atau fee disepakati di awal.58 
 
 
 
 
                                                          
58  Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek 
Hukumnya, Cet ke-1, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 271-276.  
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5. Fatwa Pembiayaan Ija<rah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 
(DSN-MUI). 
Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ija<rah 
Pertama : Rukun dan Syarat Ija<rah: 
a. S{igat Ija<rah, yaitu ija<b dan qa<bul  berupa pernyataan dari kedua 
belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau 
dalam bentuk lain. 
b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi 
jasa dan penyewa/pengguna jasa. 
c. Obyek akad ija<rah adalah: 
(1) Manfaat barang dan sewa; atau 
(2) Manfaat jasa dan upah.  
Kedua : Ketentuan Obyek Ija<rah: 
a. Obyek Ija<rah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau 
jasa. 
b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak. 
c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syari’ah. 
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e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan 
mengakibatkan sengketa.  
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 
identifikasi fisik. 
g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu 
yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan 
sewa atau upah dalam Ija<rah.  
h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) 
dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 
i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.  
Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan Ija<rah 
a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang 
diberikan. 
2) Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 
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b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 
1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk 
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai 
kontrak. 
2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya 
ringan (tidak materiil). 
3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran 
dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena 
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia 
tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.  
Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara pada pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.59 
6. Implementasi Akad Ija<rah (Sewa-Menyewa) Dalam Produk 
Pembiayaan Perbankan Syariah. 
Selain dalam Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
PembiayaanIja<rah. Terdapat aturan lainnya terkait persyaratan dalam 
penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad 
pembiayaan ija<rah untuk transaksi sewa menyewa yang telah ditentukan 
dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang 
                                                          
59 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit: 
Erlangga, 2014), hlm. 94-96. 
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Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Persyaratan 
tersebut diantaranya sebagai berikut: 
a. Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang 
telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa 
dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan 
kesepakatan. 
b. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan 
diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk 
pembayaran sewa dan jangka waktunya. 
c. Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan 
kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu 
penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. 
d. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa 
yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan. 
e. Bank dapat mewakilkan nasabah kepada nasabah untuk 
mencarikan barang yang akan disewa oleh nasbah. 
f. Nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan 
barang sewa dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa 
sesuai dengan kesepakatan, dan 
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g. Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa 
yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian 
nasabah.60 
Terdapat pula persyaratan Ija<rah sebagai suatu akad sewa-
menyewa dapat diimplementasikan oleh bank syariah sebagai salah satu 
produk penyaluran dana kepada masyarakat. Bentuk Pembiayaan atas 
dasar akad Ija<rah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
1) Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai 
hak penguasaan obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang 
menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai dengan 
kesepakatan. 
2) Barang dalam transaksi Ija<rah adalah barang bergerak atau tidak 
bergerak yang dapat diambil manfaat sewa. 
3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 
produk pembiayan atas dasar akad Ija<rah, serta hak dan kewajiban 
nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan 
data pribadi nasabah. 
4) Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar 
Ija<rah kepada nasabah yang antara lain meliputi beberapa aspek 
yaitu Karakter (Character), kapasitas usaha (Capacity), keuangan 
(Capital),  dan prospek usaha (Condition). 
                                                          
60  Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, cet ke-1, (Depok: 
Rajawali Pers, 2018), hlm. 206-207.  
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5) Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik 
dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan 
jangka waktunya.  
6) Bank sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib 
menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta 
ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan. 
7) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan 
obyek sewa yang dipesan nasabah. 
8) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 
perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar Ija<rah. 
9) Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun 
sekaligus. 
10) Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang 
maupun dalam bentuk pembebasan hutang. 
11) Bank dapat meminta nasabah untuk menajaga keutuhan obyek 
sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai 
dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang 
bersifat material dan strukturan harus dituangkan dalam akad. 
12) Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas 
kerusakan obyek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad 
atau kelalaian nasabah.61 
 
                                                          
61 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syriah di Indonesia, cet ke-2, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2009), hlm. 126-128.  
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7. Jenis Barang/Jasa yang dapat disewakan dalam akad Ija<rah. 
Dalam Pasal 19 ayat (1) hutuf f Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa objek akad 
pembiayaan ijarah terdiri atas: 
a. Barang. 
Barang yang menjadi objek akad pembiayaan ijarah terdiri atas : 
1) Barang Bergerak, dan 
2) Barang tidak bergerak. 
b. Jasa.62 
Selain itu, terdapat jenis barang dan jasa yang dapat disewakan 
dalam akad ijarah yaitu: 
1) Barang modal seperti : Aset tetap misalnya bangunan, 
gedung, kantor, ruko dan lain sebagainya. 
2) Barang produksi seperti : Mesin, alat-alat berat dan lain 
sebagainya. 
3) Barang kendaraan transportai yaitu : kendaraan darat, laut 
dan udara. 
4) Jasa untuk membayar ongkos seperti: uang sekolah/kuliah, 
tenaga kerja, hotel, angkutan, transportasi dan lain 
sebagainya.63 
 
                                                          
62 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, cet ke-1, (Depok: 
Rajawali Pers, 2018), hlm. 209.  
63 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan, cet. 11, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 147. 
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8. Pembatalan dan Berakhirnya akad Ija<rah 
Akad ija<rah adalah jenis akad yang harus dilaksanakan, dan salah 
satu pihak tidak memiliki hak membatalkan karena merupakan akad 
timbal balik, kecuali ada hal-hal yang membatalkan akad. 64 Ija<rah  
merupakan jenis akad yang tidak membolehkan adanya fasakh 
(pembatalan) pada salah satu pihak, karena ija<rah  merupakan akad 
pertukaran, kecuali terdapat hal-hal yang mewajibkan fasakh (batal). 
ija<rah akan menjadi batal (fasakh) apabila terdapat hal-hal seperti berikut 
ini: 
a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 
penyewa. 
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh 
dan lain sebagainya. 
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’ju<r ‘alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahitkan. 
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang 
telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. 
e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh Ija<rah dari salah satu pihak 
seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya 
ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.65 
 
                                                          
64 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Hasanuddin, dkk, cet ke-1, (Jakarta: Pena Pundi 
Aksara, 2006), hlm. 214-215.  
65 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 122. 
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C. Akad Kafa<lah 
1. Pengertian akad Kafa<lah 
Al- Kafa<lah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung 
(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 
atau pihak yang ditanggung). Kafa<lah juga berarti mengalihkan 
tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada 
tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.66 
2. Dasar Hukum Akad Kafa<lah 
Landasan Hukum Akad Kafa>lah terdapat dalam Q.S Yusuf Ayat : 
                         
Artinya:  
“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".67 
 
3. Jenis-jenis Akad Kafa<lah 
a. Kafa<lah  bin- Nafs 
Merupakan akad pemberian jaminan atas diri sendiri 
(Personal Guarantee). 
b. Kafa<lah  bil- Maal 
Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan 
hutang. 
                                                          
66 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, cet ke-1, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 2001), hlm 123. 
67Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Klaten : CV. Sahabat, 2014), 
hlm. 244. 
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c. Kafa<lah  bit-Taslim 
Pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk 
kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan 
perusahaan penyewa (Leasing Company). 
d. Kafa<lah  al- Munjaz 
Merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka 
waktu dan untuk kepentingan/ tujuan tertentu 
e. Kafa<lah  al-Muallaqah 
Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah 
al-munjazah baik oleh industri perbankan maupun asuransi.68 
4. Akad Kafa<lah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Kafa<lah  
a. Pertama : Ketentuan Umum Kafa<lah  
1) Pernyataan ija<b dan qa<bul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). 
2) Dalam akad Kafa<lah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) 
sepanjang tidak memberatkan. 
3) Kafa<lah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 
dibatalkan secara sepihak. 
b. Kedua : Rukun dan Syarat Kafa<lah  
1) Pihak penjamin (kafil) 
                                                          
68 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 351-352.  
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a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat. 
b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam 
urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan Kafa<lah 
tersebut.  
2) Pihak Orang yang berhutang (Ashill, Makfuul’anhu) 
a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada 
penjamin. 
b) Dikenal oleh penjamin. 
3) Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu) 
a) Diketahui identitasnya. 
b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. 
c) Berakal sehat, 
4) Objek Penjaminan (Makful Bihi) 
a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik 
berupa uang, benda maupun pekerjaan. 
b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin. 
c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak 
mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan 
d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. 
e) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).69 
  
                                                          
69 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit: 
Erlangga, 2014), hlm. 106-107. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENERAPAN AKAD PEMBIAYAANIJA<<RAH 
MULTIJASA DI PT. BPR SYARIAH AL-MABRUR KLATEN 
 
A. Gambaran Umum PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRSyariah Al-Mabrur Klaten 
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Klaten, adalah 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang pertama berdiri di Kabupaten 
Klaten. PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten merupakan salah satu unit 
usaha dari Yayasan Jama’ah Haji Kabupaten Klaten. PT.BPRS Al-Mabrur 
Klaten didirikan pada tanggal 08 April 2009 dengan Akte Notaris Tonny 
Rodhiyarto, SE, SH. No. 04, tanggal 08 April 2009, dan Keputusan 
Gubernur Bank Indonesia No. 11/40/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 08 
Agustus 2009 tentang pemberian Ijin usaha PT.Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Al-Mabrur Klaten.70 
2. Tujuan Pendirian PT. BPRSyariah Al-Mabrur Klaten 
PT. BPRS Al-Mabrur Klaten didirikan dengan tujuan untuk 
memperluas kiprah Bank Syariah di Kabupaten Klaten, sehingga dalam 
operasionalnya nanti dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, 
khususnya bagi pengembangan di sektor ekonomi mikro, kecil dan 
menengah, guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.71 
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3. Motto, Visi dan Misi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
Motto BPRS Al-Mabrur Klaten adalah Aman, Barokah dan 
Terpercaya. Maksudnya  adalah kami (BPRS Al-Mabrur) menjaga dan 
mengelola dana nasabah dengan aman dan dapat dipercaya, karena 
dikelola oleh personel yang handal dan profesional dengan menjunjung 
tinggi prinsip syariah Islam, sehingga apa yang kami (PT. BPR Syariah 
Al-Mabrur) kerjakan semoga mendapat ridho Allah SWT dan menjadi 
barokah. Disamping itu PT. BPR Syariah Al-Mabrur juga merupakan bank 
peserta progrm penjaminan simpanan, sehingga aman bagi para 
penyimpan dana, karena dana nasabah ikut dijamin oleh pemerintah 
melalui lembaga penjamin simpanan.  
Visi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten adalah menjadi BPR 
Syariah yang terpercaya, kompetitif, efektif, dan efisien, memenuhi prinsip 
kehati-hatian dan mampu mendukung sektor rill dalam rangka tolong-
menolong menuju kebaikan untuk kemaslahatan umat. 
Misi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten adalah melaksanakan 
operasional perbankan sesuai dengan prinsip syariah dalam menghimpun 
dan menyelaurkan dana masyarakat dengan mengedepankan penerapan 
tata kelola Bank sesuai dengan prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, 
independensi dan kewajaran dalam menuju tercapainya kemaslahan 
umat.72 
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4. Kelembagaan PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
a. Identitas umum 
Nama Lembaga  : PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
Didirikan   : 08 April 2009 
Alamat Kantor  : Jl. Raya Klaten – Solo Km. 04, Kerunbaru  
Belangwetan, Klaten Utara, Klaten. Kodepos: 
57436. Telp (0272) 330697 / (0272) 330433.73 
b. Pemilik  
PT. BPRS Al-Mabrur Klaten memiliki modal dasar sebesar Rp. 2 
Milyar, ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 1 Milyar, melalui 
penerbitan saham sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal/lembar 
sebesar Rp. 1 Juta. Adapun komposisi dari pemegang saham dapat 
dilihat dari tabel dibawah ini74: 
Pemegang saham Jumlah % kepemilikan 
 Lembar Nominal  
Yayasan Al Mabrur 
Klaten 
995 995.000.000,00 99,50 % 
H. Hanif Wahyudi 5 5.000.000,00 0.50% 
Total  1000 1.000.000.000,00 100,00% 
 
                                                          
73 Brosur PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
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c. Susunan Pengurus PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten.75 
Dewan Komisaris : 1. Ir. H. Syamsul Ma’arif 
(Komisaris Utama) 
  2. Ruswanto, S.Tp, Mp 
(Komisaris) 
Dewan Pengawas Syariah : 1. H. Iskak Sulistiya, S.Ag. 
  2. H. Muslich Wahid Mahdi, 
S.Ag. 
Dewan Direksi : 1. Arifin Hidayat, SE (Direktur 
Utama) 
  2. Chairil Abas, SE (Direktur) 
Karyawan/Karyawati : 1. Joko Santoso (Pjs. Kabag 
Marketing) 
  2. Purwaningsih (Kabag 
Operasional) 
  3. Muhammad Khadafi (Kabag 
Collection & Remedial) 
  4. Bambang A. Wijanarko 
(Marketing Officer) 
  5. Bonang Jaladri (Marketing 
officer) 
  6. Sukarsih (Marketing 
Officer) 
  7. Rendy Danar Wijayanto 
(Collection & Remedial) 
  8. Budi Nugroho (Collection & 
Remedial) 
  9. Gilang Pradana (Customer 
Service) 
  10. Dadang Setyawan 
(Pramubhakti) 
  11. Nurrohman (Pramubhakti) 
  12. Ani Ningsih (Teller) 
  13. Maulidah Rahmawati 
(Teller) 
  14. Dwi Istanti (Accounting) 
  15. Fitri Wulandari (Adm 
Pembiayaan) 
  16. Agus Puji Santoso (Adm 
Pembiayaan) 
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d. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
Struktur organisasi PT. BPR Syariah AL-Mabrur Klaten dibuat dan 
disusun sesuai dengan pembagian tugas, fungsi, kewenangan dan 
tanggung jawab seperti lazimnya dalam organisasi suatu bank. Standar 
minimal yang harus ada dalam suatu lembaga bank perkreditan rakyat 
yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) terdiri dari 
RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, 
Customer Service, Teller, Marketing, Collection & Remedial, 
Accounting, Administrasi Pembiayaan serta Keamanan/Kebersihan. 
Struktur organisasi ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan usaha bank itu sendiri. Direktur Utama, secara langsung 
membawahi bidang marketing/remedial/Collection dan bertanggung 
jawab terhadap sektor bisnis. Direktur, secara langsung membawahi 
bidang operasional dan bertanggung jawab terhadap kelancaran 
jalannya operasional perusahaan. Secara hirarki, struktur organisasi PT. 
BPR Syariah AL-Mabrur Klaten dapat kami gambarkan didalam 
diagram berikut ini 76: 
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Gambar I : Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
RUPS 
Komisaris 
Ir. H. Syamsul Ma’arif 
Ruswanto, S. Tp, Mp 
Dewan Pengawas Syariah 
H. Iskak Sulistiya, S.Ag 
H. Muslich Wahid Mahdi, 
S.Ag 
Direktur Utama 
Arifin Hidayat, SE 
Direktur 
Chairil Abas, SE 
Kabag Operasional 
Purwaningsih 
Customer Service 
Gilang Pradana 
Accounting  
Dwi Istanti 
Admin Pembiayaan 
Fitri Wulandari 
Agus Puju Santoso 
Teller 
Ani Ningsih 
Maulidah Rahmawati 
 
Umum 
Dadang Setiawan 
Nurrohman 
Kabag Coll & Rem 
Mohammad Khadafi 
PJS Kabag Marketing 
Joko Santoso 
Staff Coll & Remedial 
Rendy D Wijayanto 
Budi Nugroho 
Marketing Landing 
Bambang A Wijanarko 
Bonang Jaladri 
Sukarsih 
Marketing Funding 
Vacant 
58 
 
 
 
5. Produk-Produk PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
a. Produk Simpanan merupakan salah satu produk simpanan yang 
disediakan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. Terdiri atas 
produk sebagai berikut77: 
1) Tabungan Ib Al-Mabrur Wadiah. 
2) Tabungan Ib Al-Mabrur Mudharabah 
3) Tabungan Ib Al-Mabrur Haji Wadiah 
4) Tabungan Ib Al-Mabrur Haji Mudharabah 
5) Deposito Mudharabah jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. 
Persyaratan Umum pembukaan rekening Tabungan/ Deposito adalah 
sebagai berikut: 
a) Fotocopy identitas diri asli yang masih berlaku (SIM/ KTP/ 
Lainnya). 
b) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening. 
c) Setoran Awal tabungan minimal Rp. 10.000,00 dan Deposito 
minimal Rp. 500.000,00. 
b. Produk Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh 
BPR Syariah Al-Mabrur guna memenuhi kebutuhan nasabah sesuai 
dengan akad yang dipilih oleh nasabah. Terdiri atas produk sebagai 
berikut: 
1) Pembiayaan Ib Al-Mabrur Murabahah Modal Kerja. 
2) Pembiayaan Ib Al-Mabrur Murabahah Investasi 
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3) Pembiayaan Ib Al-Mabrur Murabahah Konsumsi 
4) Pembiayaan Ib Al-Mabrur Mudharabah 
5) Pembiayaan Ib Al-Mabrur Musyarakah 
6) Pembiayaan Ib Al-Mabrur Ijarah 
7) Pembiayaan Ib Al-Mabrur Multijasa 
Persyaratan umum Pembiayaan adalah sebagai berikut: 
a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan. 
b) Fotocopy identitas diri dari pemohon dan istri, KK, dan Akte Nikah. 
c) Fotocopy NPWP (pembiayaan diatas Rp. 50 juta). 
d) Fotocopy Akte, SIUP, TDP (untuk badan hukum). 
e) Fotocopy rekening tabungan/ giro. 
f) Fotocopy catatan keuangan (nota, dll) / slip gaji 3 bulan terakhir. 
g) Fotocopy jaminan. 
h) Bersedia disurvey ke tempat tinggal, tmpat usaha dan jaminan.78 
c. Produk Jasa Layanan 
Merupakan produk jasa yang diberikan oleh BPR Syariah Al-
Mabrur dengan menjalin kerjasama dengan BSM (Bank Syariah 
Mandiri) guna memberikan jasa pelayanan atas suatu produk 
pembayaran sesuai dengan permintaan nasabah. Terdiri atas produk 
sebagai berikut: 
1) Pembayaran Listrik 
2) Pembayaran Telephone 
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3) Voucher isi ulang 
4) Transfer antar bank keseluruh Bank di Indonesia.79 
 
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Ija<rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten 
Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT.BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang keuangan 
nasabah. Dalam pengajuan pembiayaan seorang nasabah harus memenuhi 
syarat dan kriteria yang telah ditetapkan agar dapat memanfaatkan produk 
pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. Berikut 
ini merupakan mekanisme pembiayaan yang ditetapkan oleh PT. BPR Syariah 
Al-Mabrur dibagi menjadi beberapa tahap diantaranya  yaitu80: 
1. Tahap Pertama yaitu Tahap Pengajuan/Permohonan.  
Pada tahap ini dapat dilakukan oleh Perorangan maupun Badan 
Hukum. Syarat yang harus dipenuhi dalam tahap ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Dokumen Perorangan yang harus dilengkapi dalam tahap 
pengajuan/permohonan adalah sebagai berikut:  
1) Mengisi lembar Formulir permohonan Pembiayaan oleh pihak 
yang ingin mengajukan pembiayaan. 
2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),  (Suami/Istri bagi yang 
telah menikah). 
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61 
 
 
 
3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK). 
4) Fotocopy Surat Nikah (bagi yang telah menikah). 
5) Fotocopy Akta Cerai (bagi yang berstatus janda/duda). 
6) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khusus untuk 
Pembiayaan ≥ 100 Juta. 
7) Fotocopy Dokumen kepemilikan barang yang akan dijaminkan 
beserta lampirannya. Misalnya barang yang dijaminkan BPKB 
(Beban Pajak Kendaraan Bermotor) sepeda motor maka yang 
dilampirkan Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). 
8) Pembuatan cheklist kelengkapan dokumen. 
9) Penanggung jawab tahap pertama pengajuan pembiayaan yaitu 
Marketing 81 
b. Dokumen Badan Hukum yang harus dilengkapi dalam tahap 
pengajuan/permohonan adalah sebagai berikut:  
1) Mengisi lembar Formulir permohonan Pembiayaan oleh badan 
hukum yang ingin mengajukan pembiayaan.  
2) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya. 
3) Fotocopy TDP, SIUP , NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 
4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus. 
5) Fotocopy dokumen kepemilikan barang yang akan dijaminkan 
beserta lampirannya.  
6) Pembuatan checklist kelengkapan dokumen. 
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7) Penanggung jawab tahap pertama pengajuan pembiayaan yaitu 
Marketing.82 
2. Tahap Kedua yaitu Tahap Pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID). 
Pada tahap ini merupakan lanjutan dari tahap pertama 
pengajuan/permohonan yaitu dengan melihat atau mencari informasi 
karakter calon debitur melalui riwayat pembiayaan di Bank lain. Apakah 
calon debitur tersebut masih terikat dengan bank lain atau tidak. Selain 
itu dalam tahap ini juga dapat memperoleh informasi apakah calon 
debitur tersebut bermasalah atau tidak dan apakah layak untuk diberikan 
layanan produk pembiayaan. Pada tahap kedua ini yang bertanggung 
jawab yaitu Marketing dan Admin Pembiayaan.  
3. Tahap ketiga yaitu Survei/ COTS (Condition On The Spot). 
Pada tahap ini merupakan tahap dalam penggalian sekaligus 
klarifikasi informasi yang diterima bank dari calon debitur. Pada tahap 
ini merupakan pencocokan terhadap kesesuaian data yang diisi oleh calon 
debitur dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Mendatangi secara langsung Alamat dan Status tempat tinggal, 
keberadaan tempat dan kondisi usaha yang dilakukan oleh calon 
debitur.  
b. Melihat secara langsung kondisi barang jaminan (keberadaan, 
kondisi, kepemilikan, penilaian).  
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c. Wawancara dengan pihak-pihak disekitar calon debitur maupun 
pihak-pihak yang terkait dengan calon debitur.  
d. Informasi dari lingkungan sekitar calon debitur. 
e. Informasi lain yang dapat menunjang kelengkapan analisa calon 
debitur. 
f. Pada tahap ketiga yang bertanggung jawab adalah Marketing, 
kabag marketing, remedial, 1 anggota direksi / 1 anggota 
komisaris.83 
4. Tahap keempat yaitu Pembuatan Usulan/Proposal  
a. Analisa data yang mencakup 5 C yaitu : 
1) Character (kepribadian) meliputi pengecekan terhadap 
bagaimana kepribadian pihak debitur apakah pernah memiliki 
masalah dalam hal pembiayaan dengan pihak lain atau tidak.  
2) Collateral (jaminan) meliputi pengecekan terkait barang yang 
dijaminkan dalam pengajuan pembiayaan. 
3) Capacity (kapasitas) 
4) Capital (permodalan) meliputi pengecekan terhadap bidang 
permodalan. 
5) Condition (kondisi) meliputi pengecekan terhadap kondisi 
kemampuan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya.  
b. Analisa usaha termasuk analisa kebutuhan modal kerja dan modal 
investasi. 
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c. Analisa aspek syariah. Merupakan analisa terkait aspek syariah 
apakah kegiatan yang dilakukan nasabah tidak menyimpang dari 
prinsip syariah.  
d. Analisa resiko. Merupakan analisa terkait resiko yang akan terjadi 
dikemudian hari terhadap pembiayaan yang terjadi dan langkah-
langkah untuk mengantisipasi dikemudian hari akibat dari resiko 
yang ditimbulkan tersebut.  
e. Penanggung jawab pada tahap ini adalah Marketing. 
5. Tahap kelima yaitu Verifikasi. 
Merupakan tahap yang mencakup verifikasi keabsahan/kebenaran 
kegiatan dari tahap pertama sampai tahap ke empat. Penanggung jawab 
pada tahap ini adalah Kabag Marketing.  
6. Tahap keenam yaitu Persetujuan Komite Pembiayaan. 
Pada tahap ini pembiayaan yang diajukan oleh pihak debitur 
kepada pihak bank disetujui oleh Komite Pembiayaan. Langkah-langkah 
yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut 84: 
a. Presentasi usulan/proposal kepada Komite Pembiayaan secara 
transparan, lengkap dan akuntable. 
b. Persetujuan wajib memenuhi quorum sesuai dengan 
kewenangannya. 
c. Seluruh persyaratan parameter pembiayaan yang diajukan wajib 
sesuai dengan SOP. 
                                                          
84SOP (Sistem operasional Perusahaan) PT. BPRS Al-Mabrur Klaten. 
65 
 
 
 
d. Penanggung jawab pada tahap keenam ini adalah Bagian 
Marketing, Kabag Marketing, Dewan Direksi/1 Anggota 
Komisaris.  
7. Tahap ketujuh yaitu Penyampaian Overing Letter 
Pada tahap ini merupakan tahapan penyampaian overing letter 
kepada pihak debitur. Penyempaian overing letter terdiri dari hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Menyampaikan persetujuan pembiayaan kepada calon debitur 
perihal seluruh aspek fasilitas pembiayaan dan persyaratannya 
yang telah disetujui oleh komite pembiayaan. 
b. Meminta persetujuan overing letter kepada calon debitur. 
c. Penentuan waktu penandatanganan akad dan pencairan. 
d. Menyampaikan proposal pembiayaan yang telah disetujui oleh 
komite pembiayaan kepada admin pembiayaan. 
e. Menyampaikan overing letter yang telah disetujui oleh calon 
debitur kepada admin pembiayaan, 
f. Penanggung jawab pada tahap ini adalah marketing.85 
8. Tahap kedelapan yaitu Pengikatan/Akad Pembiayaan  
Pada tahap inilah akad antara pihak debitur dengan bank dan 
terjadilah kesepakatan antara keduanya. Pada tahap ini dilakukan hal-hal 
sebagai beirkut 86: 
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a. Klarifikasi kelengkapan dokumen proposal pembiayaan dan 
persyaratannya. 
b. Klarifikasi kelengkapan dokumen asli atas kepemilikan barang 
yang akan dijaminkan beserta lampirannya. 
c. Membuat dan menyiapkan akad pembiayaan beserta materainya. 
d. Melakukan pengikatan/ akad pembiayaan, membacakan isi akad 
dengan sejelas-jelasnya kepada calon debitur, sehingga debitur 
menyadari secara hukum hak dan kewajibannya.  
e. Melakukan perjanjian pengikatan jaminan (oleh notaris). 
f. Menyerahkan akad pembiayaan yang telah disepakati oleh Bank 
dan calon debitur kepada Admin Pembiayaan. 
g. Menyerahkan dokumen asli atas kepemilikan barang yang akan 
dijaminkan kepada Admin Pembiayaan. 
h. Menyampaikan copy akad pembiayaan yang telah lengkap beserta 
lampirannya kepada calon debitur termasuk jadwal angsuran atas 
fasilitas pembiayaan yang akan diterimanya, 
i. Pihak yang bertanggung jawab pada tahap pengikatan/akad 
pembiayaan adalah Calon debitur, Marketing, Admin Pembiayaan, 
Kabag Marketing, 1 Anggota Direksi/ Komisaris, dan Notaris.  
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9. Tahap kesembilan yaitu Pencairan/ Droping Pembiayaan 
Pada tahap ini dilakukan pencairan dana pembiayaan sesuai dengan 
kesepakatan yang terjadi antara pihak debitur dan pihak bank. Proses 
pencairan/ droping pembiayaan meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Klarifikasi kesempurnaan akad pembiayaan. 
b. Membuat dan menyiapkan memo pencairan/droping pembiayaan. 
c. Meminta persetujuan memo pencairan/droping pembiayaan. 
d. Pelaksanaan pencairan/droping pembiayaan.  
e. Penanggung jawab pada tahap ini terdiri dari Adin Pembiayaan, 
Kabag Ops/Marketing, 1 Anggota Direksi.87 
10. Tahap kesepuluh yaitu Pengarsipan dan Administrasi. 
Tahap ini merupakan tahap akhir pada proses pembiayaan. Pada 
tahap ini dilakukan pelaksanaan administrasi legal dokumen atas 
pemberian fasilitas pembiayaan. hal-hal yang dilakukan pada tahap ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Administrasi dokumen terhadap proses pada tahap 1s/d tahap 9 di 
ruang arsip. 
b. Administrasi dokumen asli atas kepemilikan barang jaminan baik 
atas dokumen kepemilikannya maupun dokumen notaris di ruang 
khasanah. 
c. Monitoring atas dokumen notaris yang masih dalam proses.  
d. Penanggung Jawab pada tahap ini adalah admin pembiayaan.88 
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C. Mekanisme Pembiayaan Ija<rah Multijasa di BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten 
1. Praktek Pembiayaan Ija<rahMutijasa di BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten. 
a. Pembiayaan Ija<rah Mutijasa di BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
Pembiayaan merupakan sejumlah dana yang disediakan oleh Bank 
yang akan dipergunakan untuk membeli barang/manfaat suatu 
barang/jasa yang dipesan oleh penerima pembiayaan. Multijasa 
merupakan akad antara bank sebagai pihak yang menyediakan fasilitas 
yang dapat diambil manfaatnya oleh nasabah. Sehingga pengertian 
pembiayaan Ija<rah multijasa merupakan fasilitas pembiayaan yang 
dilakukan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten yang bergerak 
dibidang jasa yang bersifat konsumtif dengan menggunakan akad 
Ija<rah.89 Pelaksanaan pembiayaan Ija<rah multijasa di BPR Syariah Al-
Mabrur dengan pembiayaan lainnya tidak jauh berbeda, yang 
membedakan nya dengan pembiayaan lainnya terletak pada objek 
pembiayaan yang hanya berfokus pada jasa, sedangkan pembiayaan 
lain seperti Mura<bahah objek dari pembiayaan tersebut adalah barang.  
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b. Produk pembiayaan akad Ija<rah multijasa adalah sebagai berikut90: 
1) Biaya Pendidikan.  
Merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk melunasi biaya 
tagihan pendidikan, seperti biaya SPP, biaya gedung sekolah, biaya 
semesteran dan lain sebagainya yang terkait dengan biaya 
pendidikan.  
2) Biaya Rumah Sakit. 
Merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk melunasi biaya 
tagihan Rumah sakit, seperti biaya kamar rawat inap dirumah sakit, 
biaya obat-obatan dan biaya lainnya yang terkait dengan kesehatan.  
3) Biaya Pernikahan/ Walimah. 
Merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk melunasi biaya 
pernikahan/walimah, sepeti biaya EO (Event Organizer), biaya 
catering makanan dalam pernikahan, dan lain sebagainya yang 
berhuungan dengan pernikahan/walimah.  
4) Pelunasan Hutang. 
Merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk melunasi hutang/ 
melimpahkan hutang debitur kepada pihak bank. Sehingga bank 
yang akan melunasi hutang pihak debitur, dan pihak debitur yang 
akan membayar kepada bank sesuai dengan kesepakatan. 
                                                          
90 Gilang Pradana, Customer Service PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara 
Pribadi, 12 April 2018, jam 09.00-09.30 WIB. 
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c. Prosedur Besar Nominal Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan dan 
Angsuran Pembiayaan Ija<rah Multijasa di BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairil Abas 
mengatakan bahwa Setiap bank memiliki kriteria atau kebijakan khusus 
yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan aturan terhadap suatu 
pembiayaan. Hal tersebut juga diterapkan oleh BPR Syariah Al-Mabrur 
yang memiliki aturan khusus terkait suatu pembiayaan, khususnya 
untuk pembiayaan Ija<rah multijasa. Aturan tersebut terkait besaran 
nominal pembiayaan, jangka waktu dan besarnya angsuran yang akan 
dibayarkan.91 
1) Prosedur besar nominal pembiayaan Ija<rah multijasa. 
Aturan terkait dengan besarnya nominal pembiayaan yang 
dapat diberikan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten terhadap 
nasabahnya yang mengajukan pembiayaan terdapat dalam SOP 
Pembiayaan PT. BPR Syariah Al-Mabur dengan ketentuan minimal 
yang dapat dipinjamkan sebesar 1 juta rupiah dan maksimal 600 
juta rupiah, ketentuan maksimal besar nominal pembiayaan 
tersebut telah ditetapkan oleh aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 
bahwa pemberian maksimal pembiayaan sebesar 2% dari jumlah 
                                                          
91 Chairil Abas, Direktur PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara Pribadi, 25 
April 2018, jam 10.00-11.00 WIB.  
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modal awal. Modal awal BPRS Al-Mabrur sebesar 3 Milyar 
sehingga 2% nya adalah 600 juta.92 
2) Prosedur Jangka waktu Pembiayaan Ija<rah multijasa.  
Jangka waktu pembiayaan merupakan jangka waktu yang 
ditetapkan dan disepakati antara pihak bank dengan pihak debitur 
untuk melunasi pembiayaan yang diajukannya. Untuk jangka waktu 
pembiayaan PT. BPR Syariah Al-Mabrur, pihak bank memberikan 
kelonggaran kepada nasabah untuk menentukan jangka waktunya 
sendiri sebelum terjadinya akad. Biasanya PT. BPR Syariah Al-
Mabrur menggunakan jangka pertahun, seperti: 1 tahun, 2 tahun, 3 
tahun, 4 tahun, 5 tahun, sesuai dengan pilihan pihak nasabah atau 
debitur.93 
3) Prosedur angsuran dalam pembiayaan Ija<rah multijasa. 
Untuk besar nominal angsuran pihak PT. BPR Syariah Al-
Mabrur tidak menentukan secara pasti aturan berapa besaran 
angsuran yang harus dibayarkan pihak debitur. Besar angsuran di 
PT. BPR Syariah Al-Mabrur terkait dan tergantung dengan 
kemampuan nasabah yang disepakati kedua belah pada saat akad 
terjadi.94 Besar angsuran disepakati sebelum akad dilakukan dengan 
menetapkan besarnya ujrah sesuai ketentuan SOP, jangka waktu 
                                                          
92 Chairil Abas, Direktur PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara Pribadi, 25 
April 2018, jam 10.00-11.00 WIB.  
93Ibid., 
94Ibid., 
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yang dipilih oleh nasabah, setelah tercapai kesepakatan baru 
dituangkan dalam akad. 
d. Kelebihan pembiayaan Ija<rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten. 
Kelebihan dari pembiayaan ija<rah multijasa ini dengan pembiayaan 
lainnya adalah pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur dapat secara leluasa 
melakukan negosiasi dengan pihak debitur terkait dengan pembiayaan 
tersebut, seperti berapa besaran nominal pembiayaan, jangka waktu dan 
angsuran pembiayaan tersebut karena pembiayaan ija<rah multijasa 
sangat fleksibel karena objek dari akad ini adalah jasa.95 
 
2. Skema Pembiayaan Ija<rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten. 
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Gambar II : Ilustrasi Pembiayaan Ija<rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten 
                                                          
95 Chairil Abas, Direktur PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara Pribadi, 25 
April 2018, jam 10.00-11.00 WIB. 
Debitur/Nasabah PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten 
Instansi Terkait seperti sekolah, rumah 
sakit dan lain sebagainya. 
1 
2 
3 4 
5 
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Keterangan : 
1. Debitur/Nasabah mengajukan pembiayaan ija<rah multijasa di PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten, menyetujui segala persyaratan yang 
ditetapkan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten dan menandatangi 
akad Pembiayaan ija<rah multijasa.  
2. PT. BPR Syariah Al-Mabrur mencairkan dana kerekening debitur, 
setelah itu memberikan kuasa untuk mewakilkan kepada nasabah 
untuk membayarkan ke instansi terkait sesuai kebutuhan pembiayaan 
yang diajukan kepada PT.BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
3. Pihak debitur/nasabah membayarkan sejumlah dana kepada instansi 
terkait sesuai kebutuhan pembiayaan yang diajukan kepada PT.BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten, dan meminta bukti pembayaran yang telah 
dibayarkan.  
4. Pihak instansi terkait pembiayaan tersebut menerima pembayaran 
tersebut sesuai kebutuhan debitur dan memberikan bukti pembayaran 
yang telah dibayarkan dalam bentuk kwitansi atau dalam bentuk 
lainnya.  
5. Pihak debitur wajib menyerahkan bukti pembayaran terhadap intansi 
terkait kepada pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten dalam bentuk 
kwitansi atau dalam bentuk lainnya.96 
                                                          
96 Fitri Wulandari, Admin Pembiayaan, Wawancara Pribadi, 25 April 2018, jam 09.00-
10.00 WIB.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Wulandari menjelaskan 
bahwa Mekanisme Pembiayaan Ija<rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten, seperti ilustrasi diatas, bahwa pihak PT. BPR Syariah 
hanya menyediakan dana/mencairkan dana guna memenuhi kebutuhan 
pembiayaan ija<rah multijasa yang diajukan oleh pihak debitur dan tidak 
menyediakan fasilitas barang/jasa yang diberikan secara langsung kepada 
nasabah (debitur).97Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu nasabah 
yaitu Ibu Ririn Setyorini, berusia 39 tahun yang beralamat di Kalikotes 
Klaten menjelaskan bahwa beliau telah menjadi nasabah di BPR Syariah 
Al-Mabrur Klaten selama kurang lebih 5 bulan, pembiayaan yang diajukan 
oleh ibu Ririn adalah ija<rah multijasa guna biaya pendidikan putranya di 
salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta sebesar 10 juta. Sebelum 
mengajukan pembiayaan ibu Ririn telah melangkapi persyaratan yang ada 
dengan menunjukkan kwitansi tagihan yang harus dibayarkan kepada 
pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur setelah itu pihak PT. BPR Syariah Al-
mabrur mencairkan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh ibu Ririn, setelah 
itu Pihak BPR Syariah Al-Mabrur mewakilkan atau memberikan kuasa 
kepada ibu Ririn untuk membayarkan sendiri biaya tagihan tersebut ke 
perguruan tinggi swasta anaknya, setelah itu menyerahkan bukti pelunasan 
pembayaran diberikan kepada PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten.98 
                                                          
97Ibid. 
98 Ririn Setyorini, Nasabah Pembiayaanija<rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten, Wawancara Pribadi, 28 April 2018, jam 09.00-10.00 WIB. 
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Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu nasabah lainnya Bapak  
Muhammad Arif, berusia 31 tahun, yang beralamat di Belangwetan Klaten 
Utara menjelaskan bahwa beliau telah menjadi nasabah di PT. BPR Al-
Mabrur Klaten kurang lebih 9 bulan, pembiayaan yang diajukan oleh 
bapak Muhammad Arif adalah ija<rah multijasa guna biaya sewa tenda dan 
sound system guna acara resepsi pernikahan (walimah). Pembiayaan yang 
diajukan pada PT BPR Syariah Al-Mabrur sebesar 5 juta. sama seperti 
pengajuan yang dilakukan oleh ibu Rinin. Sebelum mengajukan 
pembiayaan bapak Muhammad Arif telah melangkapi persyaratan yang 
ada dengan menunjukkan kwitansi tagihan yang harus dibayarkan kepada 
pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur setelah itu pihak PT. BPR Syariah Al-
Mabrur mencairkan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh bapak 
Muhammad Arif, setelah itu Pihak BPR Syariah Al-Mabrur mewakilkan 
atau memberikan kuasa kepada bapak Muhammad Arif untuk 
membayarkan sendiri biaya tagihan tersebut ke tempat penyewaan tenda 
dan sound system setelah itu menyerahkan bukti pelunasan pembayaran 
diberikan kepada PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten.99 
3. Prosedur Penerapan Ujrah Pada Pembiayaan Ija<rah Multijasa di PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri Wulandari 
menjelaskan bahwa Ujrah/Fee merupakan harga yang dibayarkan atas 
suatu pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakan, dalam hal ini PT. BPR 
                                                          
99 Muhammad Arif, Nasabah Pembiayaan ija<rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten, Wawancara Pribadi, 28 April 2018, jam 10.30 -11.00 WIB. 
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Syariah Al-Mabrur menetapkan aturan sendiri mengenai ujrah/fee atas 
pembiayaan ija<rah multijasa. Aturan yang diterapkan untuk menentukan 
ujrah sama seperti aturan margin dalam pembiayaan lainnya yaitu dalam 
bentuk prosentase dengan ketentuan rate 1,5 % dari jumlah pembiayaan 
yang dilakukan oleh pihak debitur. Dalam penentuan ujrah/fee dilakukan 
dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan pihak PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. Penentuan ujrah/fee berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak dengan pedoman maksimal 1,5%  dari 
jumlah pembiayaan yang diajukan, sehingga setiap debitur dapat 
menentukan jumlah ujrah/fee bisa di bawah dari ketentuan maksimal yang 
ada dimana hal tersebut sesuai dengan kemampuan nasabah disepakati oleh 
kedua belah pihak. Penentuan ujrah/fee tersebut dilakukan sebelum akad 
atau sebelum terjadinya akad ija<rah multijasa dimana disepakati oleh kedua 
belah pihak berdasarkan negosiasi yang ada dan tidak terdapat unsur 
paksaan.100 
Dalam pembiayaan ija<rah Multijasa terdapat beberapa biaya yang 
menjadi kewajiban pihak nasabah diantaranya sebagai berikut: 
a. Penentukan ujrah/fee di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
menggunakan cara perhitungan sebagai berikut101: 
 
 
 
                                                          
100Fitri Wulandari, Admin Pembiayaan, Wawancara Pribadi, 25 April 2018, jam 09.00-
10.00 WIB.  
101Ibid., 
Ujrah  = Rate maksimal (1,5%) × Jumlah Pembiayaan  
× Jangka waktu pembiayaan  
77 
 
 
 
b. Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan akad 
Selain, penetapan ujrah/fee terdapat beberapa biaya yang 
diperlukan berdasarkan dengan pelaksanaan akad ija<rah multijasa ini. 
Biaya tersebut diberitahukan oleh pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
kepada pihak nasabah (debitur) sebelum ditandatangani nya akad ini 
dan disetujui oleh pihak nasabah (debitur). Segala biaya-biaya yang 
timbul  sehubungan dengan akad tersebut merupakan tanggung jawab 
dan wajib dibayar oleh nasabah (debitur). Adapun biaya-biaya yang 
diperlukan dalam pelaksanaan akad tersebut diantaranya sebagai 
berikut: 
1) Biaya administrasi 
2) Materai 
3) Pengikatan Notaris  
4) Asuransi jiwa. 
Berikut ini adalah ilustrasi cara perhitungan dalam penentuan ujrah 
dan penentuan biaya-biaya yang terkait dengan akad ija<rah  multijasa di 
PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten terhadap salah satu nasabah yang 
mengajukan pembiayaan tersebut yaitu Bapak Muhammad Arif, usia 31 
tahun, mengajukan pembiayaanija<rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur guna penyewaan terhadap sewa tenda dan sound system. 
Mengajukan tagihan pembiayaan sebesar Rp. 5000.000,00 dengan jangka 
waktu 24 bulan (2 tahun), dengan menyepakati prosentase ujrah dengan 
PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten sebesar 1,4%. Perhitungan ujrah dan 
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biaya-biaya yang dikeluarkan dalam akad pembiayaan ini adalah sebagai 
berikut: Pihak Bank (PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten sebagai pemilik 
jasa menyewakan jasa tersebut dengan nilai sebesar Rp. 6.680.000 dengan 
perincian sebagai berikut 102 : 
a. Penentuan Ujrah yang dibayarkan 
Fasilitas Multijasa   = Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah) 
Jangka Waktu  = 24 Bulan  
Ujrah/fee  =  1,4% × Rp. 5.000.000,00 × 24 Bulan 
   = Rp. 1.680.000 
Kewajiban   = Rp. 5000.000 + Rp. 1.680.000 
   = Rp. 6.680.000 
Angsuran tiap bulan  = Rp. 6.680.000 : 24 Bulan 
   = Rp. 278. 333,00 per bulan 
b. Penentuan biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan akad 
Selain biaya ujrah terdapat beberapa biaya yang diperlukan 
dalam pelaksanaan akad ini ditanggung oleh Bapak  Muhammad Arif 
adalah sebagai berikut: 
a. Biaya administrasi   = Rp. 75.000,00 
b. Biaya Materai    = Rp. 24.000,00 
                                                          
102Fitri Wulandari, Admin Pembiayaan, Wawancara Pribadi, 25 April 2018, jam 09.00-
10.00 WIB.  
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c. Pengikatan Notaris  = Rp. 50.000,00 
d. Asuransi jiwa   = Rp. 14.650,00 
Total Biaya   = Rp 163.650,00 
 
4. Penyelesaian perselisihan Pada Pembiayaan Ija<rah Multijasa di PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
PT. BPR Syariah Al-Mabrur dalam menyelesaikan perselisihan yang 
ditimbul dari suatu pembiayaan sama seperti lembaga keuangan bank 
lainnya yang memiliki aturan tersendiri dalam menyelesaikan masalah 
tersebut. Permasalahan sering terjadi adalah masalah angsuran pembiayaan 
yang macet dan molor tidak sesuai waktu yang ditetapkan. Pihak PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur mempunyai kebijakan dalam menyelesaikan 
perselisihan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut 103: 
a. Pendekatan Persuasif yaitu dilakukan dengan cara pendekatan 
terhadap individual, nasabah yang bermasalah dipanggil dan 
ditanyai mengenai alasan keterlambatan dalam melakukan 
pembayaran angsuran. Selain itu dalam pendekatan persuasif juga 
dilakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh pihak PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur Klaten terhadap nasabah yang 
bermasalah dengan cara membicarakan baik-baik terkait masalah 
yang dihadapi oleh nsabah dan mencari jalan keluar dengan cara 
musyawarah mufakat (dengan jalur perdamaian). Apabila 
                                                          
103 Chairil Abas, Direktur PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara Pribadi, 25 
April 2018, jam 10.00-11.00 WIB 
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musyawarah tidak berjalan dengan baik pihak PT. BPR Syariah 
Al-Mabrur Klaten menerbitkan surat peringatan I kepada nasabah, 
apabila nasabah masih belum melaksanakan kewajibannya akan 
diberikan surat peringatan ke II hingga ke III.  
b. Menjadwalkan ulang (merescedule) yaitu dilakukan dengan cara 
menjadwalkan ulang terhadap akad yang telah ada, selain itu 
dalam tahap ini juga dapat dilakukan dengan memperpanjang akad 
yaitu melalui akad ulang sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak.  
c. Eksekusi Barang jaminan yaitu dilakukan apabila tahap pertama 
dan tahap kedua tidak berhasil maka, pihak PT. BPR Syariah Al-
Mabur Klaten menyerahkan kewenangan tersebut kepada 
Pengadilan. Karena pengadilan yang merhak untuk melakukan 
eksekusi.104 
  
                                                          
104 Chairil Abas, Direktur PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara Pribadi, 25 
April 2018, jam 10.00-11.00 WIB 
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BAB IV 
ANALISIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN IJA<RAH  MULTIJASA 
DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI  NO.44/DSN-
MUI/VII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA  
 
A. Penerapan Akad Pembiayaan Ija<rah Multijasa Di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten. 
1. Akad Pembiayaan Ija<rah Multijasa Di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten. 
PT. BPR Syariah Al-Mabrur menggunakan pilihan akad ija>rah 
untuk pembiayaan multijasa. Produk tersebut merupakan perkembangan 
dari produk ija>rah murni, namun yang membedakan diantara keduanya 
adalah dalam produk ija>rahmurni obyek akadnya adalah manfaat dari suatu 
barang, sedangkan pada ija>rah multijasa obyeknya adalah pelayanan jasa. 
Hal tersebut tidak hanya berlaku pada pembiayaan ija>rah murni saja, 
namun perbedaan obyek dari akad tersebut juga berlaku pada produk 
pembiayaan lainnya.105Sehingga pembiayaan ija>rah  multijasa di PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten merupakan fasilitas pembiayaan yang dilakukan 
oleh BPR Syariah Al-Mabrur Klaten yang bergerak dibidang jasa yang 
bersifat konsumtif dengan menggunakan akad ija>rah.106 
Mekanisme Pembiayaan Ija>rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur adalah sebagai berikut dimulai dengan pengajuan pembiayaan yang 
diawali dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk biaya 
                                                          
105 Gilang Pradana, Customer Service PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara 
Pribadi, 12 April 2018, jam 09.00-09.30 WIB. 
106 Ibid., 
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pembayaran atas suatu jasa tertentu seperti biaya pendidikan, rumah sakit, 
pernikahan dan lain sebagainya dengan melampirkan bukti tagihan 
pembayaran yang ada (nota tagihan besaran biaya) ke PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten, kemudian pada saat sebelum akad dilaksanakan pihak PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur melakukan analisis terlebih dahulu terhadap calon 
nasabah dengan melakukan penilaian terhadap calon nasabah sesuai dengan 
SOP (Sistem Operasional Perusahaan). ketika semua analisis tersebut 
dipenuhi maka pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur membuat perjanjian 
dengan nasabah berapa besaran pembiayaan, jangka waktunya, dan ujrah 
yang telah disepakati antara keduanya. Kemudian pihak PT. BPR Syariah 
mencairkan dana ke rekening nasabah sesuai besaran pembiayaan yang 
diajukan untuk membayarkan biaya tersebut sesuai kebutuhan nasabah. 
Pihak PT. BPR Syariah setelah mencairkan dana tersebut memberikan 
kuasa (waka<lah) kepada nasabah untuk melakukan penyewaan atas suatu 
jasa yang di butuhkan oleh nasabah.107 Hal tersebut dibenarkan oleh kedua  
nasabah PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten yaitu Ibu Ririn Setyorini yang 
mengajukan pembiayaan ija<rah multijasa untuk biaya pendidikan dan 
Bapak  Muhammad Arif yang mengajukan pembiayaan ija<rah multijasa 
guna biaya sewa tenda dan sound system guna acara resepsi pernikahan 
(walimah). Kedua narasumber tersebut menjelaskan bahwa PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur hanya menyediakan dana sesuai kebutuhan sedangkan 
pembayaran sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kedua nasabah 
                                                          
107Fitri Wulandari, Admin Pembiayaan, Wawancara Pribadi, 25 April 2018, jam 09.00-
10.00 WIB 
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tersebut dilakukan oleh nasabah itu sendiri setelah mendapatkan surat 
kuasa (waka<lah) dari pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
2. Produk Akad Pembiayaan Ija<rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten. 
Produk pembiayaan yang dapat dilakukan dengan akad ija>rah 
multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten adalah sebagai berikut: 
a. Biaya Tagihan Pendidikan,  
b. Biaya Tagihan Rumah Sakit,  
c. Biaya Tagihan Pernikahan/Walimah,  
d. Biaya Tagihan Untuk Pelunasan Hutang dan lain sebagainya.108 
Dari Praktek yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten penulis menyimpulkan bahwa praktek tersebut telah sesuai 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 17 
Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Gubernur 
Bank Indonesia menyebutkan bahwa bank dapat menggunakan akad ija<rah 
untuk transaksi multijasa dalam bentuk jasa keuangan dalam pelayanan di 
bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. 109 
Produk ija<rah multijasa dari PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten yang 
sesuai dengan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 17 adalah terkait 
pelayanan pembiayaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. 
                                                          
108 Gilang Pradana, Customer Service PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara 
Pribadi, 12 April 2018, jam 09.00-09.30 WIB. 
109 Salim HS dan Muhaimin, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, cet ke-1, 
(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 207 
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3. Penentuan Ujrah pada Akad Pembiayaan Ija<rah multijasa di PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten. 
Pada pembiayaan ija>rah multijasa pihak PT. BPR Syariah juga 
menerapkan ujrah atau imbalan jasa yang telah diperoleh dari pembiayaan 
tersebut. Dalam hal ini PT. BPR Syariah Al-Mabrur menetapkan aturan 
sendiri mengenai ujrah/fee atas pembiayaan ija>rah multijasa. Aturan yang 
diterapkan untuk menentukan ujrah sama seperti aturan margin dalam 
pembiayaan lainnya yaitu dalam bentuk prosentase dengan rate 1,5% dari 
jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.110Dalam penentuan ujrah 
pihak PT. BPR syariah Al-Mabrur menggunakan prinsip Syibh al-
Musawamah (semi tawar-menawar) yaitu ujrah ditentukan oleh mu’a<jir. 
Sedangkan musta<’jir memiliki hak pilih (khiyar) untuk menyetujui 
(menyepakati) atau menolaknya (atau sebalinya). Sehingga dalam 
penentuan ujrah PT. BPR Syariah selaku mu’a<jir telah menetapkan ujrah 
sebesar 1,5% dan memberikan hak pilih atau penawaran kepada nasabah 
untuk menentukan ujrah sesuai kemampuan nasabah dibawah aturan 1,5% 
tersebut dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad disetujui 
oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam penentuan ujrah tiap nasabah 
berbeda-beda sesuai kesepakatan. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu 
nasabah yaitu Ibu Ririn Setyorini besaran ujrah yang harus dibayarkan 
adalah 1,3% dari jumlah pinjamannya dan Bapak  Muhammad Arifbesaran 
ujrah yang harus dibayarkan adalah 1,4% dari jumlah pinjamannya yang 
                                                          
110 Fitri Wulandari, Admin Pembiayaan, Wawancara Pribadi, 25 April 2018, jam 09.00-
10.00 WIB. 
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ditentukan sebelum akad terjadi. Namun setelah akad terjadi besaran 
prosentase tersebut telah dirubah dalam bentuk nominal.   
Penentukan ujrah/fee di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
menggunakan cara perhitungan sebagai berikut,111: 
 
 
 
B. Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Ija>rah Multijasa Di PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten Menurut FatwaDSN No.44/DSN-
MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. 
1. Pernyataan Ija<b Qa<bul 
Aturan mengenai Pembiayaan Multijasa diatur dalam fatwa 
DSN No.44/DSN/MUI/VII/2004, dalam poin ke dua disebutkan 
bahwa: “Dalam Hal LKS menggunakan akad ija<rah maka harus 
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ija<rah. Dalam 
prakteknya PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten menggunakan pilihan 
akad ija<rah dalam pembiayaan multijasa, sehingga dalam prakteknya 
harus mengikuti fatwa DSN-MUI No.9 DSN/MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan ija<rah. 
Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No.9 DSN/MUI/IV/2000 
disebutkan pada poin pertama mengenai rukun dan syarat ija<rah yang 
                                                          
111 Fitri Wulandari, Admin Pembiayaan, Wawancara Pribadi, 25 April 2018, jam 09.00-
10.00 WIB. 
Ujrah  = Rate maksimal (1,5%) × Jumlah Pembiayaan  
× Jangka waktu pembiayaan  
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berupa S{ighat (ija<b dan qa<bul) ija>rah, pihak-pihak yang berakad dan 
obyek akad ija>rah.112 Pernyataan ija<b dan qa<bul harus dinyatakan oleh 
para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). Pernyataan ija<b dan qa<bul  PT.BPR Syariah Al Mabrur 
Klaten dilakukan dengan pihak nasabah mendatangi pihak PT.BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten dengan maksud untuk melakukan 
pembiayaan ija<rah multijasa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ija>rah multijasa 
di PT.BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, menyetujui segala 
ketentuan yang ada. 
b. Persetujuan nasabah menerima ketentuan semua yang ada 
didalam akad dibuktikan dengan nasabah melakukan penanda 
tanganan akad pembiayaan ija>rah multijasa.  
c. Akad dituangkan secara tertulis. Ija<b dan qa<bul yang digunakan 
PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten yaitu berupa tulisan yang 
dituangkan dalam bentuk surat perjanjian/kontrak akad karena 
tulisan dapat digunakan sebagai salah satu perwujudan dari 
sebuah niat dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, akad dalam 
bentuk tertulis hukumnya sah dengan syarat tulisan harus jelas, 
nampak, dapat dipahami oleh keduanya, atas kehendak sendiri 
tanpa paksaan, atas kesadaran diri sendiri, dan disepakati oleh 
kedua belah pihak. 
                                                          
112 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit: 
Erlangga, 2014), hlm. 94-96. 
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Dari uraian diatas penulis telah menyampaikan bahwa telah 
terpenuhinya rukun dan syarat yaitu dalam hal S{ighat (ija<b dan qa<bul) 
dari pembiayaan ija>rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten menurut aturan dalam fatwa DSN-MUI No.9 
DSN/MUI/IV/2000 pada poin pertama.  
2. Pihak-pihak Yang Melakukan Akad 
Para pihak yang terlibat dalam akad ija>rah multijasa di PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten adalah pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten yang bertindak sebagai mu’a<jir atau pemberi (penyedia) 
sewa/jasa dan pihak nasabah bertindak sebagai musta<’jir atau sebagai 
penerima sewa/jasa. 
a. Para Pihak Harus Ahli dalam Berakad 
Masing-masing pihak harus ahli dalam menjalankan akad 
(pihak-pihak yang sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum 
dan sudah mumayyiz) dan harus atas kehendaknya sendiri (tidak 
boleh karna paksaan). Dalam hal ini pihak PT. BPR Syariah 
memberikan ketentuan kepada nasabahnya dalam proses 
mengajukan pembiayaan harus melengkapi dokumen-dokumen 
sebagai berikut: 
1) Mengisi lembar Formulir permohonan Pembiayaan oleh 
pihak yang ingin mengajukan pembiayaan. 
2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),  (Suami/Istri bagi 
yang telah menikah). 
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3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK). 
4) Fotocopy Surat Nikah (bagi yang telah menikah). 
5) Fotocopy Akta Cerai (bagi yang berstatus janda/duda).113 
Dengan persyaratan tersebut terlihat bahwa pihak-pihak yang 
akan melakukan akad khususnya pihak nasabah (musta<’jir ) telah 
memenuhi rukun dan syarat yaitu telah cakap dalam melakukan 
perbuatan hukum dan sudah mumayyiz. Hal tersebut telah sesuai 
fatwa DSN-MUI No.9 DSN/MUI/IV/2000 pada poin pertama 
mengenai rukun dan syarat ija<rah yang berupa S{ighat ija>rah, pihak-
pihak yang berakad dan obyek akad ija>rah. 
b. Kewajiban Para Pihak 
Kewajiban para pihak dalam akad ijarah multijasa yaitu PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur Klaten yang bertindak sebagai mu’a<jir atau 
pemberi (penyedia) sewa/jasa dan pihak nasabah bertindak sebagai 
musta<’jir atau sebagai penerima sewa/jasa, memiliki kewajiban 
masing-masing diantaranya sebagai berikut: 
1) Kewajiban LKS sebagai pihak mu’a<jir 
Dalam hal ini PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten atau 
sebagai pihak mu’a<jir yaitu pemberi manfaat barang/jasa, 
berkewajiban menyediakan barang yang disewakan atau jasa 
yang diberikan seperti ketentuan pada poin tiga Fatwa DSN-
MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai kewajiban LKS dan 
                                                          
113 SOP (Sistem Operasional Perusahaan) PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
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nasabah dalam pembiayaan ija>rah.114 Namun dalam prakteknya 
PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten tidak menyediakan jasa atau 
membeli manfaat tersebut melalui kerjasama untuk pembayaran 
jasa di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. 
Namun Pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten hanyalah 
sebagai penyedia dana sesuai kebutuhan nasabah dan 
memberikan kuasa (waka<lah) kepada nasabah untuk melakukan 
penyewaan atau pembayaran yang dibutuhkan nasabah. Dari 
uraian diatas penulis dapat menyimpulkan jika dilihat dari 
kewajiban mu’a<jir yaitu pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten harusnya wajib menyediakan barang atau jasa yang 
diberikan, sehingga kewajiban para pihak khususnya pihak yang 
berakad belum sesuai dengan ketentuan poin ke tiga Fatwa 
DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai kewajiban LKS 
dalam pembiayaan ija>rah. 
Selain itu pelaksanaan akad pembiayaan ija>rah multijasa di 
PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten jika dilihat dari pemenuhan 
obyek akadnya oleh pihak mu’a<jir, menurut penulis belum 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan dalam Q.S 
Al-Maidah ayat 1: 
             … 
                                                          
114 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit: 
Erlangga, 2014), hlm. 94-96. 
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Artinya:  
 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu…”.115 
Berdasarkan ayat diatas seharusnya dalam melakukan 
sebuah transaksi atau dalam melakukan sebuah akad harus 
sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat 
dikaitkan dengan pelaksanaan yang terjadi di PT BPR Syariah 
Al-Mabrur Klaten ini pihak bank menyediakan dana kepada 
nasabah sedangkan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh 
bank adalah menyediakan objek barang atau jasa. Akan tetapi 
dalam prakteknya PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
mewakilkan obyek akad kepada nasabah. Dari uraian tersebut 
apabila dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI 
No.44/DSN/MUI/VII/2004 pada poin pertama yang 
menyebutkan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh 
(jaiz) dengan menggunakan akad ija>rah atau kafa<lah. Sedangkan 
dalam prakteknya Pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur tidak 
hanya menggunakan satu akad saja melainkan menggunakan 
lebih dari satu akad yaitu akad ija>rah dan akad waka<lah. 
Sehingga hal antara praktek dan menurut fatwa tersebut belum 
sesuai. 
                                                          
115 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Mikraj 
Khazanah ilmu, 2014), hlm. 106.  
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2) Kewajiban Nasabah yang bertindak sebagai musta<’jir atau 
sebagai penerima sewa/jasa yaitu membayar sewa atau upah dan 
bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta 
menggunakannya sesuai kontrak seperti ketentuan pada poin 
tiga Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai 
kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ija>rah.116 Dalam 
prakteknya pihak nasabah telah memenuhi aturan tersebut yaitu 
dalam bentuk pembayaran angsuran ujrah yang dilakukan oleh 
nasabah sesuai dengan jangka waktu dan sesuai ketentuan dalam 
akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut 
telah dijelaskan dalam bab tiga bahwa salah satu nasabah PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur Klaten yaitu bapak Muhammad Arif 
yang selalu  rutin membayar ujrah (biaya sewa jasa) setiap 
bulan sebesar Rp. 278.333.117 
3. Penentuan Ujrah Pada Akad Pembiayaan Ija>rah Multijasa 
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten dalam memberikan pembiayaan ija>rah multijasa 
menerapkan ujrah atau imbalan jasa. Praktek yang dilakukan oleh 
PT.BPR Syariah Al-Mabrur Klaten dalam menerapkan ujrah telah 
sesuai dalam Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang 
                                                          
116 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit: 
Erlangga, 2014), hlm. 94-96. 
 
117  Muhammad Arif, Nasabah Pembiayaan ija<rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten, Wawancara Pribadi, 28 April 2018, jam 10.30 -11.00 WIB. 
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Pembiayaan Multijasa yang terdapat dalam poin ke empat bahwa 
dalam Pembiayaan Multijasa tersebut LKS dapat memperoleh imbalan 
jasa (ujrah) atau fee.118Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Bank 
Indonesia No.07/46/PBI/2005 pasal 17 menyebutkan bahwa dalam 
transaksi ija>rah dalam pembiayaan multijasa bank dapat memperoleh 
imbalan jasa (ujrah) atau fee. 
Besar ujrah yang ditetapkan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten dilakukan sebelum  terjadinya akad yaitu pihak BPR Syaiah Al-
Mabrur Klaten menentukan ujrah diawal yaitu 1,5% dari jumlah 
pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang telah disepakati diawal 
sebelum akad terjadi dan disetujui oleh kedua belah pihak, dan tidak 
dicantumkan dalam akad melainkan hanya disepakati oleh kedua belah 
pihak dalam bentuk prosentase. Sehingga besar ujrah yang 
tercantumdalam akadtidak dituliskan dalam bentuk prosentase 
melainkan ditulis dalam bentuk nominal yang akan dibayarkan setiap 
bulan oleh nasabah. Hal tersebut seperti keterangan wawancara dengan 
salah satu nasabah di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten yaitu ibu 
Ririn Setyorini dan ibu Fitri selaku Admin Pembiayaan di PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten keduanya sama-sama menjelaskan bahwa 
besar ujrah sebelum akad berlangsung ditetapkan sebesar 1,3% dari 
jumlah pembiayaannya sebesar 10 juta dengan jangka waktu 24 bulan, 
setelah terjadinya kesepakatan ujrah tersebut dituangkan dalam akad 
                                                          
118 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit: 
Erlangga, 2014), hlm. 260-261. 
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dalam bentuk nominal sebesar Rp. 546.667 yang harus dibayarkan ibu 
Ririn setiap bulannya.119 
Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam 
pembiayaan ija>rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten ini 
telah memenuhi aturan yang terdapat dalam fatwaDSN No.44/DSN-
MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Karena dalam 
pelaksanaan pembiayaan ija>rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten menurut ketentuan umum dari fatwa yang disebutkan 
diatas pada poin terakhir disebutkan bahwa penerapan ujrah/fee harus 
disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam 
bentuk prosentase. Pada poin kelima PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
dalam menentukan ujrah telah sesuai dengan fatwa tersebut karena 
dalam penentuan ujrah berdasarkan margin dalam bentuk prosentase 
sebesar 1,5% dari jumlah pembiayaan dirubah menjadi bentuk 
nominal  pada saat akad tersebut telah terjadi dan disepakati oleh 
kedua belah pihak. Prosentase kesepakatan ujrah tersebut tidak 
dituliskan dalam akad melainkan hanya dilakukan pada saat terjadinya 
proses tawar-menawar dalam penetapan ujrah. Sehingga dalam 
prakteknya PT BPR Syariah Al-Mabrur Klaten dalam menerapkan 
ujrah telah sesuai dengan fatwa tersebut karena didalam akad tersebut 
dicantumkan besarnya nominal ujrah yang ditentukan dari awal 
prosentase tersebut. Selain fatwa tersebut aturan mengenai ujrah 
                                                          
119 Ririn Setyorini, Nasabah Pembiayaan ija<rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten, Wawancara Pribadi, 28 April 2018, jam 09.00-10.00 WIB 
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terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.07/46/PBI/2005 pasal 17 
pada poin ketiga disebutkan bahwa besar ujrah atau fee harus 
disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam 
bentuk prosentase.120 Menurut analisis penulis praktek yang dilakukan 
oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten telah sesuai dengan fatwa 
dan PBI tersebut karena dalam penentuan ujrah dalam akad telah 
dirubah dalam bentuk nominal, karena apabila dalam akad ujrah 
dituliskan dalam bentuk nominal dapat disebut dengan riba, sehingga 
dalam akad yang terjadi antara nasabah dengan PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten ujrah dalam bentuk nominal. Karena aturan dalam 
fatwa maupun PBI tersebut menjelaskan bahwa ujrah harus disepakati 
di awal dan dinyatakan bukan dalam bentuk prosentase tersebut pada 
saat akad dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, bukan 
pada saat tawar-menawar dalam penentuan ujrah tersebut, karena 
pada saat tawar-menawar tersebut ujrah masih ditetapkan dalam 
bentuk prosentase sesuai standar ketentuan SOP agar mempermudah 
dalam perhitungannya.  
4. Penyelesaian Perselisihan Pada Akad Pembiayaan Ija<rah Multijasa 
Permasalahan sering terjadi di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten adalah masalah angsuran pembiayaan yang macet dan molor 
tidak sesuai waktu yang ditetapkan yang dilakukan oleh pihak nasabah. 
Pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur mempunyai kebijakan dalam 
                                                          
120Salim HS dan Muhaimin, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, cet ke-1, 
(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 207. 
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menyelesaikan perselisihan tersebut dengan langkah-langkah sebagai 
berikut,121 : 
d. Pendekatan Persuasif yaitu dilakukan dengan jalan musyawarah. 
Musyawarah dilakukan oleh pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten terhadap nasabah yang bermasalah dengan cara 
membicarakan baik-baik terkait masalah yang dihadapi oleh 
nsabah dan mencari jalan keluar dengan cara musyawarah mufakat 
(dengan jalur perdamaian). Apabila musyawarah tidak berjalan 
dengan baik pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
menerbitkan surat peringatan I kepada nasabah, apabila nasabah 
masih belum melaksanakan kewajibannya akan diberikan surat 
peringatan ke II hingga ke III. 
e. Menjadwalkan ulang (merescedule) yaitu dilakukan dengan cara 
menjadwalkan ulang terhadap akad yang telah disepakati kedua 
belah pihak  
f. Eksekusi Barang jaminan yaitu dilakukan apabila tahap pertama 
dan tahap kedua tidak berhasil maka, pihak PT. BPR Syariah Al-
Mabur Klaten menyerahkan kewenangan tersebut kepada 
Pengadilan. Karena pengadilan yang merhak untuk melakukan 
eksekusi.122 
                                                          
121Chairil Abas, Direktur PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara Pribadi, 25 
April 2018, jam 10.00-11.00 WIB 
122Chairil Abas, Direktur PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten, Wawancara Pribadi, 25 
April 2018, jam 10.00-11.00 WIB 
96 
 
 
 
Dalam fatwa DSN-MUI No.44/DSN/MUI/VII/2004 disebutkan 
dalam ketentuan kedua mengenai penyelesaian Perselisihan dijelaskan 
bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah 
tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.  
Dari uraian diatas penulis dapat menyampaikan bahwa 
permasalahan sering paling sering terjadi di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten adalah masalah angsuran pembiayaan yang macet dan 
molor tidak sesuai waktu yang ditetapkan dan penyelesaian yang 
sering dilakukan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten adalah 
dengan pendekatan persuatif yang dilakukan dengan jalan 
musyawarah, dengan adanya penyelesaian tersebut kebanyakan 
nasabah akan menyadari kesalahanya dan akan memenuhi 
kewajibannya. Setelah dengan musyawarah kedua belah pihak akan 
melakukan penjadwalan ulang akad tersebut. Sehingga praktek 
tersebut telah sesuai dengan aturan dari fatwa DSN-MUI 
No.44/DSN/MUI/VII/2004 dengan jalan musyawarah telah berhasil 
menyelesaikan persoalan yang ada.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penulisan yang telah dipaparkan secara komperhensif pada 
bab sebelumnya, dengan mengacu atas rumusan penelitian. Maka selanjutnya 
penulis memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yakni 
sebagai berikut: 
1. Penerapan akad pembiayaan multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
menggunakan akad ija>rah multijasa. Mekanisme pelaksanaan akad ija>rah 
multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten yaitu pihak LKS dalam 
hal ini PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten hanya sebagai pihak yang 
menyediakan dana kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. 
Selanjutnya, pihak PT. BPR Syariah setelah mencairkan dana tersebut 
memberikan kuasa (waka<lah) kepada nasabah untuk melakukan 
penyewaan atas suatu jasa yang di butuhkan oleh nasabah. Sehingga dalam 
prakteknya pihak PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten tidak 
membeli/menyediakan secara langsung manfaat/jasa dari suatu lembaga 
yang bersangkutan. Untuk Obyek akad pada pembiayaan ija>rahmultijasa 
adalah jasa seperti pembiayaan untuk jasa pendidikan, kesehatan, walimah 
dan lain sebagainya. Dalam prakteknya PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten menetapkan ujrah sama dengan aturan marjindalam bentuk 
prosentase dengan rate 1,5% dari jumlah pinjaman yang dilakukan oleh 
nasabah.  
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2. Penerapan akad pembiayaan ija>rah multijasa di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten kesesuainnya dan tidak kesesuaiannya dengan fatwaDSN 
No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa diantaranya 
sebagai berikut: 
a. PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten atau sebagai pihak mu’a<jir yaitu 
pemberi manfaat barang/jasa, berkewajiban menyediakan barang yang 
disewakan atau jasa yang diberikan seperti ketentuan pada poin tiga 
Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai kewajiban LKS 
dan nasabah dalam pembiayaan ija>rah. Namun, penerapan akad ija>rah 
multijasa di PT. BPR Syariah selaku LKS tidak membeli secara 
langsung manfaat dari suatu lembaga yang bersangkutan sehingga hal 
tersebut tidak sesuai dengan fatwa tersebut. selain itu pihak PT. BPR 
syariah memberikan kuasa (waka<lah) kepada nasabah. Hal ini 
dikarenakan dalam pembiayaan PT. BPR Syariah Al Mabrur 
menyertakan akad waka<lah (pemberian kuasa) kepada pihak nasabah. 
Praktek tersebut belum sesuai apabila dikaitkan dengan fatwa DSN-
MUI No.44/DSN/MUI/VII/2004 pada poin pertama yang 
menyebutkan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) 
dengan hanya dengan menggunakan akad ija>rah atau kafa<lah. 
b. Dalam penerapan ujrah PT. BPR Syariah Al-Mabrur telah sesuai 
dengan poin kelima fatwa DSN-MUI No.44/DSN/MUI/VII/2004 
tersebut karena dalam penentuan ujrah berdasarkan margin dalam 
99 
 
 
 
bentuk prosentase sebesar 1,5% dari jumlah pembiayaan dan telah 
dirubah dalam bentuk nominal pada saat akad telah dilakukan. 
B. Saran 
1. Bagi para pihak baik PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten ataupun nasabah 
(khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi), dalam bermuamalah 
hendaknya selalu berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam Al-
Qur’an dan Hadis. 
2. PT. BPR Syariah Al-Mabrur sebaiknya lebih memperluas kerjasama dengan 
lembaga-lembaga yang menyediakan barang atau jasa, seperti lembaga 
pendidikan, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya sehingga PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten dalam pemenuhan kebutuhan nasabah atas suatu 
manfaat barang/jasa agar dapat selalu memenuhi kewajibannya ketika akad 
terlaksana.  
3. Dewan Pengawas Syariah lebih meningkatkan pengawasannya terhadap 
produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya 
terkait praktek yang dilakukan agar tidak menyimpang dari fatwa yang telah 
ada.   
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Lampiran 1: Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang 
pembiayaan Multijasa 
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Lampiran 2 : Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI /IV/2000 Tentang 
Pembiayaan Ija<rah 
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Lampiran 3 : Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI /IV/2000 Tentang Kafa<lah 
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Lampiran 4 : Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
1. Daftar Wawancara dengan PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten (Bapak 
Chairil Abas Selaku Direktur BPRS Al-Mabrur Klaten) 
a. Bagaimana sejarah berdirinya PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten? 
b. Apa tujuan didirikannya PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten? 
c. Apa visi dan misi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten? 
d. Bagaimana motto dari PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten? 
e. Bagaimana susunan kepengurusan PT. BPR Syariah Al-Mabrur 
Klaten? 
f. Apa saja produk-produk PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten? 
g. Bagaimana struktur organisasi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten? 
h. Apa Saja Persyaratan Yang Harus dipenuhi untuk mengajukan 
Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS AL-Mabrur? 
i. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS AL-
Mabrur? 
j. Apa Saja Macam-Macam Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Al-
Mabrur? 
k. Bagaimana Sistem Penerapan Ujrah Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa 
di BPRS AL-Mabrur? 
l. Berapa besar nominal yang dapat diajukan dalam Pembiayaan Ijarah 
Multijasa, berapa jangka waktu yang diterapkan dan berapa angsuran 
yang harus dibayarkan di BPRS AL-Mabrur? 
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m. Apa Saja Kelebihan Pembiayaan Ijarah Multijasa Dengan Pembiayaan 
Lainnya di BPRS AL-Mabrur? 
n. Apa Saja Manfaat Dari Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS AL-
Mabrur? 
o. Bagaimana Cara menyelesaikan apabila terjadi Masalah yang 
dilakukan oleh nasabah dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS 
AL-Mabrur? 
2. Daftar Wawancara dengan PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten (ibu 
FitriWulandari Admin Pembiayaan) 
a. Apa Saja Persyaratan Yang Harus dipenuhi untuk mengajukan 
Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS AL-Mabrur? 
b. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS AL-
Mabrur? 
c. Apa Saja Macam-Macam Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Al-
Mabrur? 
d. Bagaimana Sistem Penerapan Ujrah Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa 
di BPRS AL-Mabrur? 
e. Berapa besar nominal yang dapat diajukan dalam Pembiayaan Ijarah 
Multijasa, berapa jangka waktu yang diterapkan dan berapa angsuran 
yang harus dibayarkan di BPRS AL-Mabrur? 
f. Apa Saja Kelebihan Pembiayaan Ijarah Multijasa Dengan Pembiayaan 
Lainnya di BPRS AL-Mabrur? 
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g. Apa Saja Manfaat Dari Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS AL-
Mabrur? 
h. Bagaimana Cara menyelesaikan apabila terjadi Masalah yang 
dilakukan oleh nasabah dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS 
AL-Mabrur? 
3. Daftar Wawancara Daftar Wawancara dengan PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten (GilangPradana Customer Service) 
a. Apa Saja Persyaratan Yang Harus dipenuhi untuk mengajukan 
Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS AL-Mabrur? 
b. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS AL-
Mabrur? 
c. Apa Saja Macam-Macam Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Al-
Mabrur? 
d. Bagaimana Sistem Penerapan Ujrah Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa 
di BPRS AL-Mabrur? 
e. Berapa besar nominal yang dapat diajukan dalam Pembiayaan Ijarah 
Multijasa, berapa jangka waktu yang diterapkan dan berapa angsuran 
yang harus dibayarkan di BPRS AL-Mabrur? 
4. Daftar Wawancara dengan Nasabah PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
(Muhammad Arif  dan Ririn Setyorini Nasabah Pembiayaan ija<rah 
Multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten) 
a. Jenis pembiayaan apa yang anda ajukan di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten? 
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b. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah di PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten? 
c. Bagaimana mekanisme pembiayaan ija<rah Multijasa di PT. BPR 
Syariah Al-Mabrur Klaten? 
d. Bagaimana penetapan ujrah pada pembiayaan ija<rah Multijasa di PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur Klaten? 
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Lampiran 5 : Foto Wawancara dengan Bapak Chairil Abas Selaku Direktur 
BPRS Al-Mabrur Klaten 
 
Lampiran 6 : Foto Wawancara dengan Gilang Pradana Customer Service PT. 
BPR Syariah Al-Mabrur Klaten dan ibu Fitri Wulandari Admin 
Pembiayaan PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. 
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Lampiran 7 :  Foto Wawancara dengan ibu Fitri Wulandari Admin 
Pembiayaan PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
 
Lampiran 8 : Foto Wawancara dengan Bapak Chairil Abas Selaku Direktur 
BPRS Al-Mabrur Klaten 
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Lampiran 9 : Profil Company PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
 
125 
 
 
 
 
  
126 
 
 
 
 
127 
 
 
 
  
128 
 
 
 
 
  
129 
 
 
 
Lampiran 10 : Akad Ija<rah Multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
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Lampiran 11 : Form aplikasi Permohonan Pembiayaan PT. BPR Syariah Al-
Mabrur Klaten. 
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lampiran 12 : Surat pernyataan 
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lampiran 13 : Brosur PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten 
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